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ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Maqasid Al-Shari’ah Terhadap 24 Indikator
Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 6 Tahun 2013 mcrupakan hasil penclitian kepustakaan untuk menjawab
pertanyaan apa saja 24 indikator dalam Peraturan Mecnteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 dan bagaimana analisis
maqasid  al-shari’ah terhadap 24 indikator dalam Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013.

Dalam penelitian ini data yang diperlukan melalui pembacaan dan kajian
tcks (fext rcading) berupa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013. Data yang dikumpulkan adalah data
vang berkaitan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 yakni berupa data primer dan sckunder.
Sctelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan tcknik deskriptif
analisis dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pecraturan Menteri Pecmberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
Pembangunan Keluarga teclah memuat konsep dimensi ketahanan dan
kescjahteraan kcluarga. Ada lima dimensi ketahanan keluarga yakni landasan
legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan
sosial psikologi dan ketahanan sosial budaya. Pada tahun 2015 Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerjasama dengan
Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun berbagai indikator terkait ketahanan
keluarga, schingga tersusun menjadi 24 indikator ketahanan keluarga Dalam hal
ini penulis menganalisis 24 indikator berdasarkan konsep magasid al-shari’ah
yang memiliki lima unsur yang wajib dipclihara yaitu memelihara agama (4ifz
ad-din), memclihara jiwa (hifz an-nafs), mecmelihara akal (hifz al-aql),
memelihara keturunan (A4ifz an-nasl), dan mcmclihara harta (Aifz al-mal)
mclengkapi  kebutuhan hajjiat maupun kcbutuhan rahsiniat karcna untuk
mecwujudkan ketahanan keluarga memerlukan upaya yang scsuai dengan tujuan
dari hukum Islam.

Scjalan dengan kesimpulan di atas, maka pembangunan ketahanan keluarga
perlu mencrapkan 24 indikator yang scsuai dengan tujuan dari hukum Islam,
schingga akan tercipta scbuah ketahanan keluarga yang tinggi dan menjadi
keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

vi
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kcluarga adalah suatu kclompok terkccil dari masyarakat yang terdiri
dari ayah, ibu, dan anak-anak. Kecluarga juga disebut scbuah kelompok
terkecil dalam sistem sosial mempunyai peranan penting dalam mencapai
kescjahteraan  masyarakat.  Kcluarga  mempunyai  peran  dalam
memperkenalkan  cinta  kasih, moral kcagamaan, sosial budaya dan
scbagainya. Keluarga juga menjadi pertahanan utama yang dapat menangkal
berbagai pengaruh ncgatif dari dinamika sosial yang ada. Hanya kcluarga
dengan tingkat ketahanan kcluarga tinggi yang dapat menyaring pengaruh
negatif dinamika sosial.'

Kcluarga merupakan kelompok masyarakat yang terkecil yang memiliki
kedudukan yang sangat strategis dengan pembangunan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) yang mencakup pengembangan kemampuannya, kemampuan
menghadapi tantangan dan mencegah resiko terhadap masalah di sckeliling
mercka. Kemampuan Sumber Daya Manusia terscbut juga bisa menjadi
modal dalam upaya pencegahan tindak kckerasan terhadap perempuan dan

anak, sckaligus upaya pencapaian kesctaraan gender.

1

Admin, “Buku Pembangunan Kctahanan Kcluarga 20167, dalam

http://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/2018/11/2%/buku-pembangunan- ketahanan-keluarga-2016-2/,
diakses pada 3 September 2019,



Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surat A/-Furgon ayat 74 yang
berbunyi:*
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“Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugrahkanlah

kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami scbagai penycnang hati

(kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa .

(QS. Al-Furgon: 74)

Indonesia mecrupakan salah satu ncgara dengan penduduk terbanyak di
dunia. Laju pertumbuhan penduduk yang berarti sama dengan banyaknya
jumlah anak pada masing-masing keluarga diasumsikan oleh pemerintah
khususnya BKKBN dan KPPPA. Ledakan penduduk terjadi karena laju
dua sisi yang berbeda. Satu sisi kondisi terscbut bisa menjadi salah satu
kckuatan yang besar untuk Indoncsia. Kondisi dengan pertumbuhan
banyaknya penduduk menycbabkan beban negara menjadi semakin besar.
Selain menjadi beban negara juga menimbulkan permasalahan, seperti
masalah ckonomi, lapangan pekerjaan, dan lain-lain.

Berbicara mengenai ketahanan keluarga saat ini menjadi suatu hal yang
utama. Terutama dengan perkembangan zaman dalam situasi dan kondisi di
Indonesia belakangan ini, dengan scmakin maraknya kejadian-kcjadian
intoleransi dan berujung pada kckerasan yang diakibatkan olch perbedaan-

perbedaan pandangan di masyarakat. Demikian pula kekerasan yang dialami

oleh perempuan dan anak juga semakin meningkat. Misalnya salah satu

* Ahmad Zaini, “Membentuk Kecluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konscling Pernikahan”,
Konscling Religi; Jurnal Bimbingan Konseling Islam, No. 1, Vol. 4 (Juni, 2015), 91.



fenomena yaitu banyak orang tua yang masih belum menjalankan hak dan
kewajiban sebagai orang tua baik dan banyak hak yang belum diperoleh anak
dari orang tuanya, schingga anak-anak mengalami kckerasan fisik maupun
batin dalam mcmicu trauma sampai pclariannya berujung ada pcrgaulan
bebas.

Dalam fecnomena yang terjadi pada perempuan yaitu salah satu scbuah
rumah tangga yang sedang terbelit hutang banyak, schingga mengambil jalan
pintasnya untuk memperolch uang dengan cepat yaitu dengan menjual
istrinya sendiri. Fenomena-fenomena seperti itu sangatlah memperihatinkan,
schingga pemerintah sangat peduli terhadap masyarakat dengan membuat
Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, terdapat 259.150 kasus
terhadap perempuan yang ditangani sclama 2016. Kekerasan yang paling
banyak terjadi di ranah personal menurut data Pengadilan Agama scbanyak
245.548 kasus kekerasan terhadap istri yang berujung perceraian.’ Dengan
adanya beberapa kasus-kasus yang terjadi merupakan salah satu faktor resiko
keluarga semakin kurang scjahtera.

Berangkat dari data-data terscbut maka muncul istilah Indonesia
darurat kckcrasan terhadap perempuan dan anak. Hal itu discbabkan
tingginya statistik kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang
meningkat sctiap tahunnya sebagaimana yang terlaporkan dalam catatan

tahunan Komnas Perempuan tahun 2017. Pemerintah melalui Kementerian

? Reporter-Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan Tentang Kckerasan Terhadap Perempuan
20167, dalam https://www.komnasperempuan.go.id, diakses pada 17 September 2019,



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai progam three
cnds merupakan strategi yang digunakan untuk mengakhiri kekerasan
terhadap perempuan dan anak. 7hree end tersebut yaitu yang pertama, End
Violence Againts Women and Children (Akhiri Kckerasan terhadap
Pcrempuan dan Anak), yvang kedua End Human Trafficking (Akhiri
Perdagangan Manusia), dan yang ketiga End Barricr To Economic Justice
(Akhiri Kesenjangan Ekonomi terhadap Perempuan).*

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pembangunan keluarga,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun
Buku Pedoman Pclaksanaan Pembangunan Ketahanan Kecluarga, scbagai
acuan pelaksanaan pecmbangunan ketahanan keluarga bagi pemerintah dacrah
Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pedoman ini mencakup:”

1. Konsep pembangunan kctahanan kcluarga, yang terdiri dari komponen-
komponen pembentuk ketahanan keluarga dan ukur capaian pembangunan

ketahanan keluarga.

[§

Upaya-upaya pembangunan ketahanan keluarga.

3. Keclembagaan dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga.
Upaya pecningkatan ketahanan keluarga menjadi penting untuk

dilaksanakan dalam rangka mengurangi atau mcngatasi berbagai masalah

yang menghambat pembangunan nasional. Dengan diketahuinya tingkat

* Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Press Release:
Menteri PP dan PA: Three Ends Strategi Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak,
dalam http://www_kemenpppa.go.id, diakses pada 17 Scptember 2019.

3 Admin, “Buku Pembangunan Kctahanan Kcuarga 20167, dalam
http://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/2018/11/28/buku-pembangunan- ketahanan-keluarga-2016-2/,
diakses pada 4 September 2019.



ketahanan keluarga maka dinamika kehidupan sosial keluarga scbagai salah
satu aspek kescjahteraan keluarga juga dapat diukur, Kondisi ketahanan
keluarga menjadi gambaran keadaan dan perkembangan pembangunan sosial
yang scdang berlangsung,

Sayangnya, mcskipun konscp ketahanan kcluarga tclah dicantumkan
sccara jclas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tctapi scjauh ini
dirasakan masih belum tersedianya ukuran yang pasti secara metodologis dan
berlaku umum untuk mengetahui tingkat ketahanan keluarga di Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) bersama-sama dengan Kcementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) berupaya untuk
menyusun berbagai indikator terkait ketahanan kecluarga yang digunakan
scbagai bahan kajian dan penilaian tingkat ketahanan keluarga di Indoncsia.’

Dalam hal ini ukuran tingkat kctahanan kcluarga yang dipublikasikan
pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pclaksanaan Pembangunan Kcluarga
memberikan informasi mengenai tingkat kctahanan keluarga Indonesia
berdasarkan lima dimensi penyusun kectahanan kcluarga, yaitu Landasan
Legalitas dan Kcutuhan Kecluarga, Kctahanan Fisik, Kctahanan Ekonomi,
Kectahanan Sosial-Psikologi, dan Ketahanan Sosial Budaya. Data yang
digunakan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 bersumber dari berbagai survei

® Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,
Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016), 2.



yang dilaksanakan olch Badan Pusat Statistik dan instansi lain yang
berkaitan dengan variabel dan indikator penyusun ketahanan keluarga.”

Dalam rangka mengembangkan bentuk pendckatan yang cfektif untuk
mcmecahkan berbagai macam permasalahan bangsa dan  pencapaian
kesctaraan gender serta mendorong pelaksanaan pemberdayaan perempuan,
maka penting sckali melakukan pengembangan konscp pembangunan berbasis
pendeckatan keluarga melalui “Pengembangan Indikator Ketahanan
Keluarga”. Dengan merujuk pada indikator indeks pembangunan manusia
scbagai salah satu indikator kcberhasilan pembangunan suatu ncgara, maka
indikator ketahanan keluarga diusulkan untuk menjadi salah satu
keberhasilan pembangunan.

Bedanya adalah jika indcks pembangunan manusia intinya adalah
individu scdangkan indcks ketahanan kcluarga intinya adalah kcluarga yang
dipandang sebagai kelompok terkecil dari masyarakat. Berkaitan dengan
usulan indeks ketahanan keluarga scbagai salah satu indikator keberhasilan
pembangunan, maka perlu upaya persiapan yang sistematis terhadap
indikator-indikator kctahanan keluarga. Langkah berikutnya adalah
mengidentifikasi indikator ketahanan keluarga di Indonesia yang terintegrasi

dengan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga.®

” Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,

Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 ., vil.

¥ Herein Puspitawati, Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender Dalam Keluarga Untuk
Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dan Ketahanan Keluarga Di Provinsi Jawa
Timur Dan Sumatera Utara (Jakarta: t.p., 2016), 2.



Pada tahun 2015 yang lalu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor untuk
melakukan kajian awal tentang Indikator Kctahanan Kcluarga yang fokus
utamanya adalah mengetahui indikator ketahanan keluarga dengan jumlah 30
indikator yang dapat discderhanakan menjadi 24 indikator.” Masyarakat
Indonesia mayoritas adalah muslim. Karcnanya berbagai kebijakan atau
peraturan yang diterbitkan oleh negara secara langsung maupun tidak
langsung berpengaruh kepada masyarakat muslim.

Dari sini tentu menarik untuk melihat secbenarnya apa saja
pertimbangan-pertimbangan dalam indikator-indikator yang ada di dalam
buku Pembangunan Kectahanan Kecluarga. Apakah kemudian ketika ditinjau
dalam perspektif Islam dalam hal ini khususnya hukum Islam, indikator-
indikator tcrsebut scsuai atau tidak scsuvai dengan hukum Islam. Hukum
Islam dalam konsepsi orang muslim bukan semata Katcgori normatif
menyangkut aturan-aturan tingkah laku manusia yang harus dipatuhi belaka.

Hukum Islam ada beberapa kategori yaitu Kompilasi Hukum Islam
(KHI), Ushul Figh, dan pcndapat Imam Mazhab. Sumber-sumber hukumnya
yaitu Al-Qur’an dan Hadis mengandung aturan-aturan hukum syari’ah yang
mengarah pada kepentingan manusia salah satunya terdapat dalam jenis-jenis
maqasid al-shari’ah. Terkait dengan analisis ini penulis atau peneliti tertarik
untuk melakukan penclitian menggunakan Ushul Figh Khususnya yaitu

magqasid al-shari’ah.

? Ibid.



Magasid al-shari ah adalah hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada
umat manusia untuk mendapatkan kemaslahatan baik di dunia maupun di
akhirat. Kemaslahatan itu mclalui analisis magasid al-shari’ah tidak hanya
dilihat dalam arti tcknis beclaka, akan tctapi dalam upaya dinamika dan
pengembangan hukum dilihat dari scbagai scsuatu yang mengandung nilai
filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia.'
Magqagsid al-shari ah juga dapat diartikan kemaslahatan bagi manusia dengan
memelihara kebutuhan daruriat mereka dan menyempurnakan kebutuhan Aajji
dan tahsini mereka."

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan
penclitian mengenai “Analisis Magasid Al-Shari’ah terthadap 24 Indikator
dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor 6 Tahun 2013”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Identifikasi  merupakan  penjelasan mengenai  kemungkinan-
kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penclitian dengan

meclakukan identifikasi dan inventarisasi scbanyak mungkin yang diduga

10

Asafri Jaya Bakri, Konsep Magashid Syari’ah menurut Al-Syatibi (Jakarta: Radar Jaya Offsct,
1996), 65-66.

" Auffa Yumni, “Kemaslahatan Dalam Konsep Magqashid Al-Syar’iah”, Nizhamiyah, No. 2, Vol.
VI (Juli-Desember, 2016), 48.



scbagai masalah.'”” Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat

diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:

2.

Fenomena-fenomena kekerasan pada perempuan dan anak

Upaya-upaya Pembangunan Ketahanan Kecluarga

Masih kurang maksimalnya hasil yang dicapai olch pemerintah dalam
mewujudkan keluarga scjahtera

Pertimbangan dan analisis dibalik perumusan 24 indikator

Kesesuaian atau ketidaksesuaian 24 indikator dengan hukum Islam
khususnya maqgasid al-shari’ah

24 indikator dalam Pecraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013

Analisis maqgasid al-shari’ah tcrhadap 24 indikator dalam Pcraturan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6

Tahun 2013

Dengan adanya suatu permasalahan, maka untuk memberikan arah yang jelas,

penulis membatasi pada masalah sebagai berikut:

l.

24 indikator dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013

Analisis maqgasid al-shari’ah terhadap 24 indikator dalam Peraturan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6

Tahun 2013

 Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Pctunjuk Tcknis Penulian Skripsi (Surabaya: UIN
Sunan Ampel Surabaya, 2017), 8.
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C. Rumusan Masalah
Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan
jawabannya melalui pengumpulan data.’ Berdasarkan latar belakang
masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan scbagai berikut:
1. Apa saja 24 indikator dalam Peraturan Mcntcri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013?
2. Bagaimana analisis magasid al-shari’ah terhadap 24 indikator dalam
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor 6 Tahun 2013?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang Kkajian atau
penelitian terdahulu seputar dengan masalah yang sedang diteliti, schingga
tidak terjadi duplikasi kajian atau pCﬂEﬁtiaﬂ.M Dari hasil pengamatan penulis
tentang kajian-kajian scbelumnya, penulis temukan beberapa kajian, di

antaranya:
1. Skripsi yang ditulis olch Syarif Huscin Pohan yang berjudul “Analisis
Magqasid Asy-Syari’ah Terhadap Bentuk Perlindungan Pusat Pclayanan
Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Dalam Menangani Korban

Keckerasan Pada Anak dan Perempuan (Studi di Rekso Dyah Utami

= Sugiyono, Merode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2014), 35.
" Tim Fakultas Syariah dan Hukum, Pefunjuk Tekais ..., 8.
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Yogyakarta) 2013-2015”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana
bentuk perlindungan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak
(P2TPA) Rekso Dyah Utami terhadap korban kekerasan pada anak dan
bagaimana tinjauan hukum Islamnya.

Hasil Penclitian ini, sudah scsuai konscp magqasid asy-syari’ah dalam
beberapa perlindungannya: perlindungan terhadap kerohanian anak ( Hifdz
Ad-Din), perlindungan terhadap psikis dan fisik (Hifdz An-Nafs), dan
perlindungan terhadap akal (Hifdz Al’'Agl). &

2. Skripsi yang ditulis olch Ade Antika yang berjudul “Studi Komperasi
Kctahan Keluarga Antara Kcluarga Pencrima dan Bukan Pencrima
Program Keluarga Harapan (PKH)". Skripsi ini membahas tentang apakah
terdapat perbedaan kctahanan keluarga, landasan legalitas dan kcutuhan
keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ckonomi, ketahanan sosial psikologi
dan ketahanan sosial budaya antara keluarga penerima dan bukan
penerima PKH.

Hasil penclitian ini, ternyata terdapat perbedaan landasan legalitas
dan kecutuhan keluarga yaitu kcluarga PKH memperolech landasan
legalitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan keluarga bukan
penerima PKH, ketahanan fisik yaitu Kcluarga PKH memiliki tingkat
ketahanan keluarga lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga bukan

penerima PKH, namun keduanya masih dalam taraf ketahanan kcluarga

o Syarif Huscin, “Analisis Magasid Asy-Syari’ah Terhadap Bentuk Perlindungan Pusat

Pclayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Dalam Mcnangani Korban Kckerasan Pada
Anak dan Perempuan (Studi di Rekso Dyah Utami Yogyakarta) 2013-2015” (Skripsi--UIN Sunan
Kalijaga, Yogyakarta, 2016).
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yang sedang, ketahanan ckonomi yaitu Keluarga PKH memiliki tingkat
ketahanan ckonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga
bukan pencrima PKH, tidak terdapat perbedaan ketahanan sosial budaya
antara keluarga pencrima dan bukan penerima PKH. '

3. Skripsi yang ditulis olch Ike Nur Hasanah yang berjudul “Tinjauan
Magqashid Syariah Tcntang Pencrapan Kcluarga Berencana (Studi Kasus
Di Dukuh Bolorejo, Puro, Karang Malang, Sragen, Jawa Tengah)”.
Skripsi ini membahas tentang bagaimana pencrapan keluarga berencana
di Dukuh Bolorejo, Puro, Karangmalang, Sragen dan bagaimana relevansi
maqashid syariah tentang penerapan keluarga berencana di Dukuh
Bolorejo, Puro, Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah,

Hasil penclitian ini, sudah banyak masyarakat Dukuh Bolorcjo
mencrapkan sistem KB, karcna bisa menunjang tingkat perckonomian
yang berada di bawah rata-rata. Magashid syariah tentang memelihara
keturunan dimaknai apabila orangtua mampu secara ckonomi dan
psikologi memiliki anak lebih dari 2 dan memberikan pendidikan
khususnya pendidikan agama dengan baik, maka tidak masalah.'’

4. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Nur Rahmawati yang berjudul “Tinjauvan
Magasid Asy-Syariah Tcrhadap Pola Ketahanan Kecluarga Untuk

Mencegah Kenakalan Remaja (Studi Kasus Beberapa Keluarga Di Desa

' Ade Antika, “Studi Komperasi Ketahan Keluarga Antara Keluarga Penerima dan Bukan
Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)” (Skripsi--Universitas Lampung, Bandar Lampung,
2018).

7 Ike Nur Hasanah, “Tinjauan Magashid Syariah Tentang Penerapan Keluarga Berencana (Studi
Kasus Di Dukuh Bolorcjo, Puro, Karang Malang, Sragen, Jawa Tengah)” (Skripsi--Universitas
Islam [ndonesia, Yogyakarta, 2018).
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Jambidan, Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta) .
Skripsi ini membahas tentang Bagaimana pola ketahanan keluarga yang
diterapkan pada beberapa kecluarga di Desa Jambidan, Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta untuk mencegah kenakalan
remaja scrta pengaruhnya bagi rcmaja dalam kcluarga terscbut dan
bagaimana tinjauan Maqgasid Asy-Syariahnya.

Hasil penclitian ini, terdapat banyak sckali pola pembentukan
ketahanan keluarga untuk mencegah kenakalan remaja, seperti melakukan
kegiatan agama, memberitahu, mengawasi dan mengarahkan tentang
pcrbuatan baik dan buruk, dan lain-lain. Pola kctahanan kcluarga yang
anaknya melakukan kenakalan sesuai dengan magasid asy-syart ‘ah,
namun tentang #i%z ad-din (agar anak taat beribadah belum tercapai) dan
hifz al-mal (agar anak tidak boros bermain play station scperti yang
dialami AS belum tercapai). '

5. Skripsi yang ditulis oleh Syifa Rahmalia yang berjudul “Pernikahan
Perempuan Usia Muda dan Ketahanan Keluarga: (Studi di Kelurahan
Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok)”. Skripsi ini membahas
tentang apa yang melatarbelakangi adanya pernikahan usia muda,
bagaimana ketahanan keluarga para pelaku pernikahan usia muda, dan

bagaimana pernikahan usia muda di Kclurahan Pasir Putih jika ditinjau

4 Ayu Nur Rahmawati, “Tinjauan Maq@ S id Asy-Syarl ah Tcrhadap Pola Kctahanan Kcluarga
Untuk Mencegah Kcenakalan Remaja (Studi Kasus Bceberapa Kecluarga Di Desa Jambidan,
Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, 2012).
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dalam perspektif Ketahanan Keluarga menurut Program Unggulan Kota
Depok.

Hasil penclitian ini, faktor yang melatarbelakangi adanya pernikahan
usia muda yaitu kecbiasaan pacaran yang berlebihan, pandangan
masyarakat tentang perempuan tidak penting berpendidikan tinggi karcna
tugasnya perempuan hanya di dapur, rendahnya ckonomi dan kurangnya
pengetahuan agama. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dari
pernikahan usia muda di Kelurahan Pasir Putih, pernikahan mereka begitu
berdampak pada ketahanan keluarga, Yang mempertahankan dari
pernikahan mercka yaitu dengan lahirnya scorang buah hati schingga
menyayangi buah hati dan istrinya. Persoalan ckonomi tidak ada masalah
dalam pernikahan usia muda mercka, dan mercka menerima jerih payah
suami dengan apa adanya.'’

Penclitian yang akan dilakukan olch penulis masih belum ada penelitian
atau karya yang telah ada. Dari beberapa kajian pustaka, penelitiannya
scbatas permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat. Penulis
mengkaji Analisis maqasid al-shari’ah terhadap 24 indikator dalam Peraturan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun
2013 dengan menganalisis 24 indikator menggunakan tcori maqasid al-

shart ah.

" Syifa Rahmalia, “Pernikahan Perempuan Usia Muda dan Kctahanan Kcluarga: (Studi di
Kclurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok)” (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah,
Jakarta, 2018).
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E. Tujuan Penelitian

Perlu dipahami bahwa tujuan peneclitian berkaitan erat dengan fokus

penelitian yang tclah ditctapkan. Tujuan penclitian adalah rumusan kalimat

yang mecnunjukkan adanya suatu hal yang dipcrolch sctelah penclitian

sclesai.”’ Adapun tujuan dari penclitian ini adalah scbagai berikut:

l.

Mengetahui 24  indikator dalam Pcraturan Menteri Pecmberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013

2. Mengetahui analisis magasid al-shari’ah terhadap 24 indikator dalam
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 6 Tahun 2013

Kegunaan Hasil Penclitian

Adapun nilai guna yang dihadapkan dari hasil yang dicapai mclalui

penelitian ini antara lain adalah scbagai berikut:

1.

Sccara teoretis, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan
membandingkan antara teori yang sesungguhnya, khususnya dalam hal
membangun ketahanan keluarga

Secara praktis, diharapkan memberi pengetahuan kepada masyarakat
betapa pentingnya pola ketahanan keluarga yang terdapat dalam 24
indikator, dengan harapan pola ketahanan keluarga dapat menjadikan

rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rohmah.

20

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penclitian Suatu Pendckatan Praktik (Jakarta: Rincka Cipta,

1996), 52.



16

G. Definisi Operasional
Definisi operasional merupakan informasi ilmiah untuk mengukur
scbuah variabel yang di bangun berdasarkan konscp vang sama. Dalam
definisi opcrasional menjelaskan definisi dari variabel yang telah di pilih olch
pencliti. Beberapa istilah yang digunakan dalam penclitian ini diantaranya
adalah scbagai berikut:

Magqasid al-shari ah + yang dimaksud Magasid al-shari’ah
disini  adalah kemaslahatan bagi
manusia dengan memelihara
kebutuhan  daruriat mercka dan
menycmpurnakan kebutuhan Haji dan
Tahsini mercka,”

24 indikator yang dimaksud 24 indikator adalah
KPPPA telah merumuskan 24 (dua
puluh empat) ciri-ciri yang
merepresentasikan tingkat ketahanan
keluarga. Semua ciri-ciri (indikator)
ketahanan keluarga terscbut
terkclompok dalam 5 (lima) dimcnsi
dan terbagi dalam 15 (lima bclas)

variabecl. Keclima dimensi terscbut

*I Auffa Yumni, “Kemaslahatan dalam Konsep Maqashid al-Syar’iah™, Nizhamiyah, No. 2, Vol.
VI (Juli-Desember, 2016), 48.



Peraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun

Nomor 6 2013

H. Metode Penelitian

17

adalah (1) Legalitas dan Struktur
Keluarga mempunyai 3 variabel (7
indikator); (2) Kectahanan Fisik
mempunyai 3 variabel (4 indikator);
(3) Ketahanan Ekonomi mempunyai 4
variabel (7 indikator), (4) Ketahanan
Sosial Psikologi mempunyai 2 variabel
(3 indikator); dan (5) Ketahanan Sosial
Budaya mempunyai 3 variabel (3
indikator).”

yang dimaksud Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun
2013 adalah peraturan yang berisi

tentang Peclaksanaan Pembangunan

Keluarga.,

Mectode penclitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkn data

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian yang dilakukan berorientasi

pada pengumpulan data lapangan dan empiris yaitu lapangan yang

mempunyai kriteria tertentu yaitu valid dan data yang valid pasti rcliabel dan

2

Kementerian Pemburdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,
Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 ... 9.
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obyektif.” Adapun pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif
yakni lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan
induktif scrta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang
diamati dengan menggunakan logika ilmiah.** Dan dari pendckatan ini akan
menghasilkan deskriptif berupa tulisan atau perkataan dari orang-orang yang
dimati.
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yaitu penclitian pustaka (Zibrary research), karcna
obyck penelitiannya adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013.
2. Data yang Dikumpulkan
Berdasarkan rumusan masalah yang tclah discbutkan, maka data
yang dikumpulkan dalam peneclitian ini terdiri dari:
a. Sckilas tentang Peraturan Menteri Pemberdayaan Pcrempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013
b. 24 indikator dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013
3. Sumber Data
Untuk memperolch data yang valid dan akurat maka penclitian
menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Sumber primer

3 Sugiyono, Metode Penclitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D..., 2.
4 Qaifuddin Azwar, Metode Penelitian (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 5.
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Sumber primer adalah sumber data yang diambil peneliti,
pengumpulan data pustaka dari Peraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013.

b. Sumber sckunder

Sumber sckunder adalah sumber data diluar kata-kata dan
tindakan yakni sumber tertulis. Dilihat dari scgi sumber tertulis dapat
dibagi atas sumber dari buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip,
dokumen pribadi dan dokumen resmi.”” Diantaranya:

1) Koasep Maqgashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi, karangan Asafri
Jaya Bakri

2) Jurnal Islam dan Kckerasan dalam Rumah Tangga, karangan
Abdul Aziz

3) Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender dalam Keluarga Unt uk
Mewuwjudkan Kesctaraan dan Keadilan Gender dan Ketahanan
Keluarga di Propinsi Jawa Timur dan Sumatera Ulara, karangan
Herein Puspitawati

4) Jurnal Nizhamiyvah Kemaslahatan dalam Konsep Magashid Al-
Syar’iah, karangan Auffah Yumni

5) Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam, karangan Mahmud
Al-Shabbagh

6) Figh Keluarga, karangan Ali Y usuf’ As-Subki

= Lexi. J. Moleong, Mectodelogi Penelitian Kualitatif(Bandung: Rosda Karya, 1998), 113.
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7) Jurnal Mazahib Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam
Al-Qur’an  (Prespektil’  PenafSiran  Kitab Al-Qur'an  dan
TafSirnya), karangan A M. Ismatulloh

8) Magasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems

Approach, karangan Jasser Auda,

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis
dalam penclitian, karcna tujuan utama dari penclitian adalah
mendapatkan data.”® Adapun tcknik pengumpulan data dalam penclitian
ini adalah:
a. Tcknik dokumentasi
Tcknik dokumentasi adalah penggalian data mclalui berkas-
berkas dan dokumen yang ada untuk mengumpulkan data yang
berkaitan dengan 24 indikator dalam Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun
2013. Dalam hal ini dokumen yang terkait dengan Peraturan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6
Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kcluarga yang
diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI).

5. Teknik Analisis Data

% Sugiyono, Metode Penclitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D..., 224.
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Setelah mendapat data yang berhubungan dengan penelitian, maka
langkah yang ditempuh selanjutnya adalah menganalisis data yang telah
diperoleh secara kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif
analisis. Deskriptif analisis vaitu suatu metode yang memberi gambaran
terhadap obyck yang ditcliti melalui data atau sempcl yang tclah
terkumpul scbagaimana adanya dengan mclakukan analisis dan membuat
kesimpulan yang berlaku untuk umum. Kelompok obyck yang diteliti
yakni tentang 24 indikator dalam Pecraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013.

Pola pikir yang dipakai adalah induktif vaitu proses logika yang
berangkat dari data normatif yakni mengenai 24 indikator dalam
Pecraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor 6 Tahun 2013 menggunakan pendckatan magasid al-shari ah.

I. Sistematika Pembahasan
Sistematika Pembahasan memuat uraian dalam bentuk essay yang
menggambarkan alur logis dari struktur bahasan skripsi.”’ Adapun
sistcmatika pembahasan dalam skripsi ini adalah scbagai berikut:
Bab pertama ialah pendahuluan, mcliputi latar belakang masalah,
identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, kegunaan hasil penclitian, definisi operasional, metode

penelitian, dan sistematika pembahasan.

¥ Tim Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Tekais Penulisan Skripsi.., 10,
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Bab kedua konsep keluarga sakinah dalam Undang-Undang dan
magqasid al-shari’ah.  Konscp keluarga sakinah dalam Undang-Undang
meliputi pengertian perkawinan, pengertian keluarga sakinah, fungsi
kcluarga, beberapa faktor dalam membentuk keluarga sakinah dan magasid
al-shari’ah yang mcliputi pengertian, tujuan, dan pembagian maqgasid al-
shari ah.

Bab ketiga 24 indikator dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 meliputi sckilas
tentang Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 6 Tahun 2013 dan penjclasan 24 indikator dalam Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013,

Bab keempat analisis maqasid al-shari’ah terhadap 24 indikator dalam
Pcraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor
6 Tahun 2013 meliputi analisis terhadap 24 indikator dalam Peraturan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun
2013 dan analisis magasid al-shari’ah terhadap 24 indikator dalam Peraturan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun
2013,

Bab keclima ialah penutup, meliputi meliputi kesimpulan yang
menjawab rumusan masalah dan juga dilengkapi dengan saran-saran. Juga
pada halaman terakhir terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang

dianggap perlu.



BABII

KONSEP KELUARGA SAKINAHDAN MAQASID AL-SHARI’AH

A. Perkawinan
1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan (az-zawaj) adalah suatu ikatan antara laki-laki dan
pcrempuan dengan adanya ijab dan qabul. Arti az-zawaj adalah scsuatu
yang berpasangan antara laki-laki dan perempuan, keduanya discbut
scpasang (az-zawjan). Az-zawjah artinya wanita pasangan scorang laki-
laki, dan az-zawaj adalah suaminya. Allah berfirman dalam Al-Qur’an
Surat adz-Dzariyat ayat 49, bahwa semua ciptaan Allah di atas bumi ini

sclalu berpasangan:
P e R 2. L (s
033856 (Sd e ls o2 80

Artinya: “Dan scgala sesuatu Kamu ciptakan berpasang-pasangan
supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah™. (QS. Adz-Dzariyat:
49)'

Sunnatullah yakni berpasangan, niscaya mengandung suatu hukmah.

Tetapi kesempurnaan berpasangan sepenuhnya ada di tangan Allah SWT.

? Allah berfirman dalam Al-Qur’an Surat A/-Nar ayat 32 yang berbunyi:®

lDEpal'{CIIlen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha
Putra Semarang), 862,

* Mahmud Al-Shabbagh, Tuntunan Kcluarga Bahagia Menurut Isfam, (Bandung: PT Rcmaja
Rosdakarya, 1994), 1.

? Muflikhatul Khoiroh, 7afsir A yat-Ayat Hukum Keluarga 1 (Perkawinan), (Surabaya: UIN
Sunan Ampel Press, 2014), 13,

24
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aale A 4

Artinya: “Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu,

dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba

sahayamu yang Iclaki dan hamba-hamba sahayamu yang pcrempuan.

Jika mercka miskin Allah akan memampukan mercka dengan

kurnia-Nya dan Allah Maha Luwas (pcmbcrian-Nya) lagi Maha

Mengetahui”. (QS. A/-Nur. 32)

Pernikahan (az-zawaj) menurut pengertian ahli hadis dan ahli figh
adalah perkawinan, dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri
dengan ikatan hukum Islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-
rukun perkawinan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil, dan disahkan
dengan Jjab dan qabul® Perkawinan juga berarti menjaga kemurnian
keturunan (nasab), memelihara kelestarian jenis manusia, ikatan keluarga,
pelestarian kasih sayang, dan memenuhi kewajiban pendidikan terhadap
anak-anak atau keluarga.5

Dalam Kompilasi Hukum [slam (KHI) menjelaskan tujuan
perkawinan dalam Pasal 2 dan 3 menctapkan bahwa:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad
yang sangat kuat mitsaqan ghalidzan untuk mcntaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk

mewujudkan kechidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan
rahmah” ¢

* Ali Yusuf As-Subki, Figh Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2010), 1.
5_ Muflikhatul Khoiroh, Tafsir Ayat-Ayat..., 14,
b Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), 335.
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Manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan agar dapat saling
menyayangi, saling menerima dan memberi antara satu dengan yang
lainnya, untuk memperolch ketentraman jiwa dalam rangka menunjang
pecnghambaan kcpada Allah SWT. Meclaksanakan pcrkawinan adalah
melaksanakan perintah agama dan sckaligus mengikuti jejak dan sunnah
para Rasul Allah. Jika scorang sudah mcncukupi persyaratan untuk
menikah maka diperintahkan untuk melaksanakan perkawinan, karena
dengan menikah hidup akan lebih scmpuma.7

Dalam pandangan Al-Qur’an, salah satu tujuan perkawinan adalah
untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah

antara suami, istri dan anak-anaknya. ® Allah berfirman dalam Al-Qur’an

Surat Al-Rim ayat 21:°

P

w St & B0 NEE = ojfo,_r,, /od-f'j,a 2 ﬁ’,‘?"a’ l-"u- w’d'-“ et <l 2 L
G OLF Gigp 85 3k Sy (fass )T d 5 gl sl 3 o0 Gl Of agls e

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kckuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu interi-istri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya
diantaramu kasih dan sayang. Secsungguhnya pada yang demikian
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir .
(QS. A-Rum: 21)

Apabila keluarga adalah fondasi manusia, maka perkawinan

merupakan fondasi kecluarga. Perkawinan tumbuh dan terbentuklah

TAM. Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Al-Qur’an (Prespcktit
Pcnafsiran Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya)”, Mazahib, No. 1, Vol. 14 (Juni, 2015), 54.

® A M. Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah. .., 54,

? Departemen Agama Republik Indonesia, A-Quran dan Terjemahnya.. ., 644.
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keluarga. Keluarga sccara bertahap dalam rumah hingga suatu ketika

" Islam

keluar menuju kehidupan bermasyarakat sccara perlahan.’
mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk
hidup dalam naungan keluarga, karcna kcluarga scperti gambaran kecil
dalam kchidupan stabil yang mecnjadi pemenuhan keinginan manusia
tanpa menghilangkan kebutuhannya. '’

Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang awalnya merupakan
individu yang bebas tanpa ikatan hukum, setelah perkawinan menjadi
terikat lahir dan batin scbagai suami dan istri. lkatan perkawinan
menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami-istri,
maupun akibat berupa hubungan hukum di antara suami istri yang berupa
hak dan kewajiban.'> Apabila dalam perkawinan dilahirkan scorang anak,
maka anak tersebut mempunyai kedudukan scbagai anak yang sah. Tkatan
perkawinan antara scorang pria dengan seorang perempuan  juga
mempunyai pengaruh terhadap masyarakat sckitar.

Islam membentuk suatu keluarga berdasarkan scbuah perkawinan
yang sah. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang bersifat sakral untuk
membentuk scbuah keluarga yang penuh kebahagiaan dan scsuai

ketentuan atau syariat Allah. Kcluarga merupakan salah satu kclompok

" Ibid., 6.

"ibid., 23.

'2 Abdul Kholik, “Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab”, /nkfusif (Jurnal
Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam), No. 2, Vol. 2 (Februari, 2017), 21
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kecil yang sangat penting dalam rangka membentuk masyarakat yang
baik."
2. Tujuan Perkawinan

Ada beberapa tujuan yang disyariatkan dalam perkawinan atas umat
I[slam, salah satu yang utama adalah untuk memperolch keturunan yang
sah bagi yang melanjutkan generasi yang akan datang, '* Keinginan untuk
melanjutkan Keturunan merupakan naluri atau fitrah setiap manusia
bahkan menjadi kebutuhan bagi makhluk ciptaan Allah. Maka untuk
mencapai maksud terscbut Allah menciptakan nafsu syahwat yang
mendorong keinginan untuk mencari pasangan dari lawan jenisnya. Untuk
mendapatkan kcluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup, diliputi
rasa cinta dan kasih sayang, vang discbut dengan kcluarga sakinah,
mawaddah wa rahmah.

Dari dua tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyaluran nafsu
syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat
ditempuh melalui jalur di luar perkawinan, namun dalam mendapatkan
ketenangan hidup bersama laki-laki dan perempuan tidak mungkin
didapatkan kecuali melalui jalur menikah. Islam memastikan bahwa
keturunan yang sah dan kctenangan, cinta dan kasih sayang scjati hanya

diperoleh melalui jalur perkawinan yang sah."

'* Anisia Kumala Masyhadi, ct al., “Kcluarga Sakinah dan Konstruksi Alat Ukurnya”, Jurnal
Ilmiah Penclitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris, No. 1, Vol. 5 (Meci, 2019), 33.

" Siti Dalilah Candrawati, Hukum Perkawinan Islam di Indoncsia, (Surabaya: UIN Sunan Ampel
Press, 2014), 8,

15 Giti Dalilah Candrawati, Hukum Perkawinan Islam. .., 9.
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3. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan

Islam mengatur tata cara dan syarat-syarat yang harus dipenuhi olch
calon mempelai untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Rukun nikah
mcrupakan scsuatu yang harus ada dan dipenuhi olch calon mempelai
untuk menyempurnakan scbuah perkawinan. Islam menghendaki dalam
scbuah rumah tangga suami istri hendaknya mecrajut tali perkawinan
scerat-cratnya. Rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan olch ajaran
Islam mutlak harus terpenuhi, meskipun para pendapat madzab ada
scdikit perbedaan scsuai dengan hasil ijtihad dan istinbath masing-
masing, namun prinsipnya adalah memiliki kesamaan maksud dan tujuan

dalam perkawinan.
Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh petugas pencatat nikah
di Kantor Urusan Agama (KUA) mcrupan salah satu sarana untuk
mengingat kedua mempelai.'® Pencatatan perkawinan bertujuan untuk
mewujudkan tata tertib administrasi kenegaraan dan menjamin hak-hak

istri dan anak. Rukun dan syarat perkawinan scbagai berikut:

a. Calon mempelai
Calon mempelai pengantin merupakan syarat yang utama yaitu
ada calon suami dan calon istri. Bagi calon suami yang harus
terpenuhi yaitu beragama Islam, baligh, berakal serta tidak ada

halangan perkawinan. Bagi calon istri yang harus terpenuhi yaitu

16 Pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
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beragama Islam, berakal, dapat dimintai persctujuan, serta tidak ada
halangan dalam perkawinan.
b. Wali nikah
Sccara prinsip wali nikah harus beragama Islam, balig, dan
berakal. Wali nikah ada dua macam vyaitu wali hakim dan wali
nasab."’
c. Saksi nikah
Setiap perkawinan harus dihadiri dua orang saksi dan harus laki-
laki, beragama Islam, berakal, balig, tidak terganggu ingatan dan tidak
tuna rungu, dan harus hadir dan menyaksikan sccara langsung akad
nikah serta mendatangani akta nikah pada waktu akad nikah
berlangsung, '
d. Akad nikah
Ijab Kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki harus jelas
beruntun dan tidak bersclang waktu, wali nikah tidak bisa bolch
mecwakilkan kepada orang lain. Ada pernyataan mengawinkan dari
wali, adanya pernyataan mencrima dari calon mempelai memakai
kata-kata nikah, fazwij, atau terjemahan dari kedua kata terscbut

antara ijab dan kabul saling bersambungan.

17 pasal 19-23 KHI
18 Pasal 24-26 KHI
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Scdangkan mahar (maskawin) kedudukannya sebagai kewajiban
perkawinan dan scbagai syarat sah dalam perkawinan. Bila tidak ada
mahar maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah,"

Hikmah Perkawinan

Allah mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi
kchidupan manusia karcna adanya bcberapa nilai yang tinggi dan
beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan
Allah. Untuk mencapai kchidupan yang bahagia dan menjauhi larangan,
Allah teclah membekali syari’at dan hukum-hukum Islam agar
dilaksanakan manusia dengan baik. Allah juga menjadikan makhluk-Nya
berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan,
hcwan jantan dan betina begitupula tumbuh-tumbuhan. Dapat diambil
hikmahnya perkawinan yaitu hidup suami istri dalam membangun rumah
tangga yang damai dan teratur, maka harus ada ikatan yang kokoh yang
tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab kabul
perkawinan.

Hukum Islam memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia
(maqasid al-shari’ah) di dunia dan di akhirat. Islam menganjurkan
menikah supaya terhindar dari permasalahan-permasalahan scksual yang

sering terjadi baik berupa perzinaan, LGBT maupun homoseksual.

¥ Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha llmu, 2011),

10-11.
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Hikmah yang terpenting dalam perkawinan adalah menjaga dan

memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan,

B. Konsep Keluarga Sakinah

1.

Pengertian Keluarga

Sctclah berlangsungnya akad nikah, sccara otomatis keduanya
berubah status menjadi suami istri. Keduanya saling memiliki peran dan
tugas masing-masing demi menciptakan sebuah tujuan perkawinan yang
telah disepakati. Kehidupan perkawinan yang kemudian melahirkan
generasi dalam wujud anak maka hal ini dikenal dengan istilah rumah
tangga atau kcluarga.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keluarga adalah
masyarakat terkecil yang terdiri dari suami istri yang terbentuk melalui
perkawinan yang sah, baik mempunyai anak atau tidak sama sckali.”'
Keluarga adalah kelompok sosial terkecil dalam masyarakat yang
berperan besar terhadap perkembangan sosial dan kepribadian sctiap
anggota keluarga. Sccara tradisional, keluarga diartikan sebagai dua atau
lebih orang yang dihubungkan dengan pertalian darah, perkawinan atau
adopsi (hukum) yang memiliki tempat tinggal bersama.”

Keluarga adalah suatu kclompok terkecil dari masyarakat yang

terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga juga discbut sebuah

* Nurhadi,Maqasid Syari’ah Hukum Pcrkawinan Dalam Kompilasi HUkum Islam, A/-Fikra:
Jurnal lHmiah Keislaman, No. 2, Vol. 16 (Juli-Desember, 2017), 216.

*! Kamus Besar Bahasa Indoncsia

* Moh. Makmum, Keluarga Sakinah Keluarga Nirkckerasan, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara,
2015), 69.
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kelompok terkecil dalam sistem sosial mempunyai peranan penting dalam
mencapai kescjahtecraan masyarakat, Keluarga mempunyai peran dalam
memperkenalkan cinta kasih, moral kcagamaan, sosial budaya dan
scbagainya. Kcluarga juga mcnjadi pertahanan utama yang dapat
menangkal berbagai pengaruh ncgatif dari dinamika sosial yang ada.
Hanya kcluarga dengan tingkat ketahanan kcluarga tinggi yang dapat
menyaring pengaruh negatif dinamika sosial.”

Adapun artikulasi kcluarga dalam perspektif sosial ada berbagai
macam. Ada yang dikaitkan dengan wilayah geografis dari mana berasal,
ada yang dikaitkan dengan silsilah, lingkungan kerja, mata pencaharian,
profesi dan lainnya. Scbagai kelompok terkecil dalam masyarakat,
kcluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga
schagai tokoh penting yang mengemudikan perjalanan hidup keluarga di
samping bebrapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga yang terdiri
dari ayah, ibu dan anak merupakan suatu kesatuan yang kuat apabila
terdapat hubungan baik antara ayah-ibu, ayah-anak dan ibu-anak.

Hubungan baik ditandai dengan adanya kescrasian dalam hubungan
timbal balik antar semua pribadi dalam kecluarga. Intcraksi antar pribadi
yang tcrjadi dalam kecluarga tcrnyata berpengaruh tcrhadap kcadaan
bahagia (harmonis) atau tidak bahagia (disharmonis) pada salah seorang

atau beberapa anggota keluarga. Berangkat dari cinta kasih yang semurni-

E Admin, “Buku Pembangunan Kctahanan Kcluarga 20167, dalam

http://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/2018/11/2%/buku-pembangunan- ketahanan-keluarga-2016-2/,
diakses pada 3 September 2019,



34

murninya ayah-ibu dapat menghilangkan segala rasa kemurkaan diri,
schingga dapat menghambakan dirinya dengan scikhlas-ikhlasnya kepada

keluarga.

N

Kcluarga Sakinah

Sakinah berasal dari kata yang terdiri dari tiga huruf, yaitu sin, kaf
dan nun yang bermakna “diam”, “tenang sctclah scbelumnya goncang dan
sibuk”. Semua yang berasal dari bentuk tiga kata terscbut, arti dan
maknanya bermuara pada ketenangan. Dalam al-Qur’an surat ar-Rum
ayat 21 menjclaskan kata sakinah yang diikuti mawaddah dan rahmabh.
Menurut M. Quraish Shihab, Allah SWT memberikan dalam diri manusia
naluri scksual. Sectiap laki-laki dan perempuan tidak akan berfungsi
scmpurna jika berdiri sendiri. **

Untuk memenuhi naluri scksualnya, sctiap pribadi membutuhkan
pasangan lawan jenisnya, akan merasa gelisah, galau tidak menentu, jiwa
akan bergejolak jika penggabungan dan kebersamaan dengan pasangan
suami istri tidak terpenuhi. Untuk meredam dan menenangkan kondisi-
kondisi terscbut, Allah mensyariatkan perkawinan scbagai solusi untuk
mendapatkan ketenangan (sakinah). Dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat
21 yang berbunyi /i taskunu ilaiha, artinya cenderung atau mcnuju
kepadanya, maksudnya adalah Allah SWT menjadikan pasangan suami

istri merasakan ketenangan.

# Moh. Makmum, Kcluarga Sakinal ..., 126.
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Adapun kata mawaddah terambil dari kata yang tersusun huruf ()

dan (9) bertasydid, yang berarti “cinta” dan “harapan”. Al-Biqga’i

berpandangan bahwa rangkaian huruf terscbut mengandung arti
“kekosongan” dan “kelapangan”, Kclapangan dada dan kckosongan jiwa
dari kehendak buruk. Dari sini, mawaddah berarti cinta dalam wujud
sikap dan perlakuan dengan kcpatuhan scbagai rasa kagum kepada
scscorang. Mawaddah adalah jalan menuju terabaikannya pengutamaan
kenikmatan duniawi bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang tertuju
kepadanya, dan siapa yang memilikinya maka tidak pernah akan
memut uskan hubungan apapun yang terjadi.

Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat
menyaksikan kctidakberdayaan, schingga mendorong yang bersangkutan
untuk memberdayakannya. Dalam kchidupan kcluarga, masing-masing
suami istri akan bersungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi
mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak upaya yang
mengganggu dan mcugcruhl(udunyal.z6

Jadi dapat disimpulkan bahwa sakinah adalah ketenangan dan
ketentraman yang dirasa olch setiap anggota keluarga. Sectiap anggota
keluarga akan saling mengutamakan kepentingan keluarga daripada
kepentingan individu.”’

3. Kiriteria Keluarga Sakinah

Z Ibid., 127.
* Moh. Makmum, Keluarga Sakinah ..., 127.
# Tbid., 128.
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Keluarga sakinah adalah kondisi yang diupayakan dan diusahakan

olch pasangan suami istri. Untuk discbut scbagai kcluarga sakinah ada

beberapa kriteria yang harus dilakukan olch sescorang yaitu:

d.

Kecluarga sakinah berawal dari pemilihan calon suami atau istri yang
tepat;

Kecluarga yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah;
Keluarga yang mampu memberikan keseimbangan antara hak dan
kewajiban sesuai peran serta tugasnya masing-masing di dalam
keluarga;

Keluarga yang dapat menyelesaikan konflik;

Keluarga yang terbebas dari kekerasan; dan

Keluarga yang terbebas dari tindak pidana dalam keluarga.

C. Magqasid al-Shari’ah

1. Pengertian Magasid al-Shari’ah

Islam adalah agama dari seperempat populasi di dunia. Mayoritas

masyarakat muslim tinggal di dacrah yang luas dari Afrika Utara hingga

Asia Tenggara, dan minoritas masyarakat Islam di scluruh Eropa dan

Amerika merupakan ncgara kedua atau ketiga terbesar komunitasnya

yang berhubungan dengan persoalan agama.”® Islam merupakan agama

yang meluas di seluruh dunia, diturunkan Allah SWT ke muka bumi

scbagai rahmatal lil’alamin untuk mengatur kchidupan masyarakat di

* Jasser Auda, Maqgasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,
(London; International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), xxii.
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dunia maupun di akhirat. Ajaran Islam juga tidak mengenal batas, ruang
dan waktu bisa baik di mana saja dan kapan pun.

Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah,
bahkan Islam mengatur aspck kchidupan manusia dalam bidang ckonomi,
politik, budaya, sosial dan hukum yang mecrujuk pada Al-Qur’an dan
hadis. Al-Qur’an dan hadis merupakan scbagai syariat yang mcmberi
pctunjuk arah perjalanan kehidupan manusia mana yang buruk dan mana
pula yang baik. Al-Qur’an dan hadis adalah sumber hukum dari scgala
sumber terutama dalam hukum Islam.

Hukum Islam dalam konsepsi orang muslim bukan semata kategori
normatif menyangkut aturan-aturan tingkah laku manusia yang harus
dipatuhi belaka. Hukum Islam ada beberapa kategori yaitu Kompilasi
Hukum Islam (KHI), Ushul Figh, dan pendapat Imam Mazhab. Sumber-
sumber hukumnya yaitu Al-Qur’an dan Hadis mengandung aturan-aturan
hukum syari’ah yang mengarah pada kepentingan manusia salah satunya
terdapat dalam jenis-jenis magasid al-shari’ah.

Magasid al-shari’ah terdiri dari dua kata vaitu magasid dan al-
shari’ah yang berhubungan antara satu dan lainnya dalam mudhaf dan
mudhafun alaih. Kata magqasid adalah jamak dari kata magshad yang
artinya adalah maksud dan tujuan. Kata al-shari’ah yang scjatinya berarti
hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan

Nabi scbagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau
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dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan Allah atau
dijelaskan olch Nabi.”

Sccara bahasa, magqasid al-shari’ah berarti tujuan hukum syariat.
Syariat Islam yang dibawa olch Nabi Muhammad Saw mcrupakan rahmat
untuk sckalian.*’ Firman Allah memperkuat tentang kesempurnaan Islam

; 3
di antaranya:

Gl 225 9y il U5

Artinya:”Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi scmesta alam.” (QS. al-Anbiya: 107)

Konsep magasid al-shari’ah scjatinya telah berkembang scjak tahun
478 H. abd al-Malik al-Juwaini merupakan salah scorang pencctus paling
awal terhadap konscp magqasid al-shari’ah dengan mengenalkan istilah a/-
maqasid dan al-masalih al-‘ammah atau yang berarti kemaslahatan-
kemaslahatan umum. Selanjutnya seiring perkembangan zaman, para
ulama muslim mulai mengembangkan konsep magqasid al-shari’ah
terscbut dengan megklasifikasikan maqasid al-shari’ah dalam beberapa
dimensi dasar, meliputi keniscayaan (daruriat), kebutuhan (Aajjiaf), dan
kemewahan (fahsiniaf).>

Wahbah Zuhaili mengartikan magqasid al - shari’ah yakni: “nilai-

nilai dan sasaran syara’ yang tersirat dalam segenap atau scbhagian besar

* Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2014), 231.

¥ Sapiudin Shidiq, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2011), 223,

*! Departemen Agama Republik Indonesia, A/-Quran dan Terjemahnya..., S08.

32 Jesser Auda, Al-Magasid, (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 8.



39

dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan saran-saran itu dipandang scbagai
tujuan dan rahasia syariat, yang ditctapkan dalam sctiap ketentuan
hukum”.*> Abu Hamid al-Ghazali mengalaborasi klasifikasi magasid ke
dalam kategori kemaslahatan Mursal (al-masalih al-mursalah) yaitu
kemaslahatan yang tidak discbut sccara langsung dalam nas (tcks suci)
Islam.** Syihab al-Din al-Qarafi mengaitkan kemaslahatan dan magqasid
dengan kaidah Usul Fikih yang menyatakan: “suatu maksud tidak sah
kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan atau
menghindari kemudaratan,”™>

Kata maqasid al-shari’ah berarti sesuatu yang dimaksud olch Allah
dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai olch Allah dalam
menctapkan suatu hukum. Magasid dalam hukum Islam merupakan suatu
objck atau tujuan bclakang keputusan hakim dalam Islam. Magasid al-
shari’ah adalah asas yang menctapkan suatu hukum Khususnya dalam
hukum Islam untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai
permasalahan-permasalahan  yang muncul di masyarakat, AMagasid
termasuk dalam aturan untuk kescjahteraan sosial yang merupakan salah
satu unsur dibalik amal, dan mulai muncul kesadaran Tuhan merupakan

salah satu dari unsur dibalik puasa. *®

* Wahbah1 Az Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhuljilid 10, terj. Abdul Hayyi Al-Katani (Jakarta:
Gema Insani, 12011),

* Jesser Auda, Membumikan Hukum Islam Mclalui Magqasid Syariah, (Bandung: PT. Mizan
Pustaka, 2015), 33.

36 Jasser Auda, Magasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach..., 1.
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Magasid juga merupakan tujuan baik untuk mencapai suatu hukum
dalam menyclesaikan permasalahan dengan cara-cara tertentu. Dengan
demikian, maqgasid bertujuan untuk mclestarikan pikiran dan jiwa
masyarakat salah satunya dalam pcrmasalahan bahwa Islam tclah
mclarang kctat terhadap scsuatu yang bisa memabukkan seperti alkohol
dan minuman keras,
Magqasid al-shari’ah adalah suatu kelompok yang berkaitan dengan
Allah dan konsep-konscp moral yang menjadi landasan hukum Islam
scperti keadilan, martabat manusia, kebebasan, kemurahan hati, dan kerja
sama sosial.’’ Magasid al-shari’ah juga dapat memainkan peranan yang
mendasar dalam kontemporarisasi hukum Islam yang sangat penting
dalam permasalahan di kchidupan bermasyarakat.
Adapun para ulama yang berpecran dalam pengembangan tcori
magqasid al-shari’ah tersebut, di antaranya:™®
a. Abu Hamid al-Ghazali (505 H/1111 M), merumuskan konsep maqasid
al-shari’ah scbagai keniscayaan yang berjenjang,

b. Al-‘izz ibn ‘Abd al-Salam (660 H/1209 M), menckankan bahwa suatu
aturan dikenakan bergantung pada tujuan dibaliknya.

¢. Syihab al-Din al-Qarafi (684 H/1285 M), mendefinisikan bahwa sctiap
perbuatan Nabi Muhammad SAW. memiliki hikmah tersendiri.

d. Syamsuddin ibn al-Qayyim (748 H/1347 M), yang menckankan

pemikirannya terhadap dasar kemaslahatan di dunia dan akhirat serta

3 Ibid.

3 Jasser Auda, Al - Magasid.., 42.
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merangkum  metodologi  fikihnya dengan  didasarkan pada
kescjahteraan manusia.

c. Abu Ishaq al-Syatibi (790 H/I388 M), mecrumuskan transformasi
penting dalam konscp maqasid al-shari’ah dengan mclakukan
harmonisasi pada asas-asas syariat.

2. Tujuan Maqasid al-shari ah

Arti dari maqasid al-shari’ah adalah tujuan hukum syariat dengan
maksud tujuan disini adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan
yang tidak terjawab atau yang tidak tertuang dalam al-Qur’an dan hadis,
akan tctapi permasalhan bisa disclesaikan melalui metode lain seperti
qivas, istihsan, maslahah mursalah, dan “wrf. Magasid al-shari’ah sendiri
memiliki tujuan tersendiri yang terdapat dalam kitab al-muwataqah yang
ditulis olch Imam al-Syatibi mcngatakan bahwa “Sckali-kali tidaklah
syariat dibuat kecuali mercalisasikan manusia baik di dunia maupun di
akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa
mercka”.?

Adapun tujuan umum dari hukum Islam yaitu mercalisasikan
permasalahan kehidupan manusia yang dapat mendatangkan manfaat dan
menghindari  keburukan atau perbuatan ncgatif. Dari permasalahan
kehidupan manusia, ada yang perlu dilindungi ataupun dipelihara yaitu
lima perkara yang meliputi agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.

Kelima perkara tersebut yang dipelihara olch manusia schingga dapat

2 Sapiudin Shidiq, Ushul Figh..., 226.
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menjalankan kehidupannya dengan damai dan mulia.*’ Ada beberapa para
ulama yang scpakat bahwa hukum syara’ mengandung kemaslahatan
untuk manusia, akan tetapi ulama lain berpendapat bahwa dalam
mcnempatkan kemaslahatan juga scbagai tujuan penctapan hukum
s.«‘qzara’.41

Tujuan utama magqasid al-shari’ah yaitu dapat mencari sifat-sifat
yang sahih yang terdapat dalam hukum yang telah ditetapkan dalam nash
syariat untuk disaring menjadi i//afr hukum melalui petunjuk masalikul
ilah, dan tujuan akhir merupakan dari tujuan utamanya adalah 7a’/i/ al-
ahkam yang dimaksud mencari dan mengetahui /af hukum. Adapun

tujuan dari maqasid al-shari’ah hukum Islam sendiri diklasifikasikan

dalam berbagai cara menurut beberapa dimensi yaitu: ™

a. Tingkat kebutuhan yang merupakan klasifikasi tradisional;

b. Ruang lingkup keputusan yang bertujuan untuk mencapai tujuan;
¢. Tujuan sescorang dalam meraih scbuah tujuan; dan

d. Tingkat karakteristik Islam,

Tingkatan Maqasid Al-Shari’ah
Hukum Islam dalam kemaslahatan diwujudkan dari lima

permasalahan yang dikelompokkan menjadi tiga kebutuhan yaitu daruriat,

W Ihid.,

# Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Figh. .., 246.
* Jasser Auda, Magasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach..., 3.
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hajjlat dan tahsiniat. Hukum Islam mempunyai tujuan dalam
memelihara dan melestarikan kebutuhan manusia yang paling pokok
adalah kebutuhan darariat, kemudian setelah kebutuhan pokok terpenuhi

maka menyempurnakan kebutuhan hajjiat dan fahsiniat.4?

1) Kecbutuhan Daruriat
Kcbutuhan daruriat adalah kebutuhan primer atau kcbutuhan
pokok yang harus dipenuhi manusia. Kebutuhan daruriat juga terdiri
dari sesuatu yang mendasar untuk menjaga kepentingan dunia dan
akhirat.* Kebutuhan primer yang harus ada pada manusia untuk
kelengkapan hidup yaitu ada 5 (lima) nilai-nilai yang wajib dipclihara
yaitu memclihara agama (hifz ad-din), memelihara jiwa (hifz an-nafS),
memelihara akal (A7£ al-aql), memclihara kcturunan (hAifz an-nasl),
dan memclihara harta (hifz al-mal). Apabila kelima nilai-nilai
kebutuhan primer tidak dipelihara maka akan berakibat fatal dan akan
terjadi kerusakan dalam kechidupan manusia di dunia maupun di
akhirat.®

a) Memelihara Agama (Hifz ad-Din)
Memlihara agama (hifz ad-din) adalah tingkatan utama yang
tepenting dalam kcbutuhan daruriat. Manusia diciptakan olch

Allah dengan tujuan harus percaya kepada Allah yang

¥ Sapiudin Shidiq, Ushul Figh..., 227.

M Zaprulkhan, “*Maqasid al-Shariah in The Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of
Jasser Auda”, Walisongo: Jurnal Penclitian Sosial Keagamaan, No. 2, Vol. 26 (t.b., 2018), 452.

¥ Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Figh..., 248.
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menciptakannya, menjaga dan mengat ur kehidupan. Agama adalah
scsuatu yang mengatur kepercayaan dan ada pada kchidupan
manusia yang wajib dipclihara dan diwujudkan dengan cara
meningkatkan kualitas keberadaan suatu agama.*°

Allah dalam mewujudkan dan menyempurnakan agama pada
kchidupan manusia maka turunlah wahyu Allah yaitu Al-Qur’an.
Al-Qur’an adalah salah satu pedoman hidup manusia dalam
mengambil keputusan antara baik dan buruk di dunia maupun di
akhirat. Islam memiliki 6 (anam) Rukun Iman yaitu Iman kepada
Allah, Iman kepada Rosul Allah, Iman kepada Malaikat Allah,
Iman kepada Kitab Allah, Iman kepada Qada’ dan Qadar Allah,
dan Iman kcpada Hari Kiamat. Apabila kecnam rukum Iman tidak
dilaksanakan maka manusia dianggap menyckutukan Allah.

Adapun menjaga dan memelihara agama berdasarkan tingkat
darariat, cara memelihara dan melaksanakan kewajiban agama
scperti melaksanakan sholat lima waktu. Apabila sholat lima
waktu tidak dilaksanakan maka kcutuhan agama akan tcrancam
dan hati pun tidak akan tenang, karcna dihantui rasa penycsalan.”’

b) Memclihara Jiwa (Hifz an-Nafs)

Memelihara jiwa (Aifz an-nafs) adalah tingkatan kedua

dalam kebutuhan darurrat. Jiwa adalah kebutuhan pokok dari

segalanya di dunia, sebab jiwa juga merupakan titik bertumpu

% Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2. .., 233.
¥ Sapiudin Shidiq, Ushul Figh. .., 228.
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suatu kehidupan. Jiga harus dipelihara dan ditingkatkan
kualitasnya dengan cara jalbu manfaatin.®® Al-Qur’an menyuruh
memelihara jiwa dan kchidupan dalam firman Allah Surat ar-

Tahrim ayat 6 yang berbunyi:*

-
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Artinya: “Pcliharalah dirimu dan pclihara pula keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” (QS. ar-
Tahrim 66: 6)

Adapun ayat al-Qur’an yang melarang manusia dalam hal
daf’ul mafsadah dengan tujuan untuk merusak diri manusia dan
orang lain serta menjatuhkan diri manusia yang demikian
merupakan suatu yang berlawanan dalam memelihara jiwa.
Memclihara jiwa dapat dilakukan dengan beberapa cara vang
pertama, apabila dalam kondisi darurat wajib memakan apa saja
demi melangsungkan hidup kecuali sesuatu yang haram. Kedua,

memenuhi kebutuhan schari-hari seperti makanan, minuman dan

- 50
pakaian.’

c) Memeclihara Akal (Hifz al-Aqgl)
Memelihara akal (Aifz al-agl) mcrupakan tingkatan kctiga
dalam kebutuhan daruriat. Akal adalah daya pikir manusia untuk

memahami sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah. Akal juga

" Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2., 235.
¥ Departemen Agama Republik Indonesia, A-Quran dan Terjemahnya..., 951,
30 Sapiudin Shidiq, Ushul Figh. .., 229.
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merupakan sarana dalam memperoleh ilmu. Allah menurunkan
wahyu pertama kali kepada Rasulullah adalah /gra’ yang berarti
bacalah, karena dengan membaca bisa memperoleh ilmu dan ilmu
harus diiringi dengan amal pcrbuatan. Dalam memelihara akal,
Islam tclah mengharamkan Ahamerdan narkoba.”'

Khamer merupakan sesuatu yang bisa memabukkan dan
menghilangkan  kesadaran  akal manusia.  Allah  telah
mengharamkan khamer karena khamer mengandung kerusakan,
dapat menghancurkan kepribadian, membunuh akal serta dapat
memusnahkan harta yang tidak berguna. Maka dalam memelihara
akal dengan cara menuntut ilmu pengetahuan dan menghindarkan
diri dari mecnghayal atau mendengarkan scsuatu yang tidak
bermanfaat.

d) Memclihara Keturunan ( Hifz an-Nasl)

Memelihara keturunan (#7£2 an-nasl) merupakan tingkat
keempat dalam kchidupan daruriat. Manusia dianjurkan menikah
dengan tujuan mendapatkan keturunan dan diwajibkan untuk
menjaga diri dari perzinaan. Allah berfirman dalam al-Qur’an
Surat al-Isra ayat 32 yang berbunyi:*

Yoo 50 L2006 OE L6 18585 Vs

!

> Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2. .., 236.
52 Departemen Agama Republik Indonesia, AJ-Quran dan Terjemahnya.. ., 429.
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Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina
itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS.
Al-Isra 17: 32)

Bentuk penjagaan agar manusia menjauhkan diri dari
perbuatan zina, maka Islam memperbolechkan poligami tctapi
dengan syarat-syarat yang teclah ditetapkan dalam hukum yang
berlaku. Memelihara keturunan bisa diterapkan dengan beberapa
cara yaitu:

(1) Melakukan perkawainan yang sah;

(2) Kewajiban memelihara dan memberikan kasih sayang kepada
anak, menafkahi dan memperhatikan pendidikan anak; dan

(3) Melarang memutuskan perkawinan jika tidak karena keadaan
terpaksa atau darurat.

Memeclihara Harta ( Hifz al-Mal)

Memelihara harta (#7£z al-mal) merupakan tingkatan yang
kelima dalam kebutuhan daruriar. Dalam  hukum  Islam
mewajibkan manusia untuk berusaha mencari rezeki  dan
melakukan transaksi jual beli ataupun berniaga. Menjaga harta
adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan wajib untuk menopang
hidup manusia, kcbahagiaan dan kcscjahtcraan. Apabila harta
yang dihasilkan dari bekerja keras dan dari jalan yang benar, maka
berbuah baik kepada keluarga dan keluarga menjadi schat. Dan

apabila harta yang dihasilkan oleh jalan yang salah misalnya hasil
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curian, rampokan, dan sesuatu yang illegal, maka akan berdampak
buruk kepada keluarga dan anak.

Hukum Islam juga melarang perbuatan pemborosan. Allah
berfirman dalam al-Qur’an Surat al-Isra ayat 26-27 vyang

berbunyi: ™

15857 53 Sl S3ucablitl D3] 19187 50,dcall O] 205 538 ¥

Artinya: “ Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan
(hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu
adalah saudara-saudara setan, dan sctan itu adalah sangat ingkar
kepada Tuhannya.” (QS. Al-Isra 17: 26-27)

Memelihara harta bisa dilakukan dengan cara beramal,
bershadaqah, jual beli dan wajib menjaga harta dengan tidak
menghambur-hamburkan ataupun menyiakannya.

Kelima nilai-nilai yang harus dipclihara merupakan pokok dari
magqasid al-shari’ah. Dalam tingkatan pertama sampai kelima

merupakan urutan peringkat, jika terjadi perbenturan kepentingan,

maka yang harus didahulukan adalah urutan yang lebih atas.

2) Kcbutuhan Hajjiat
Kecbutuhan hAajjiat discbut juga kebutuhan sckunder bagi
kehidupan manusia. Kebutuhan sekunder keberadaannya dibutuhkan

untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia dan tidak

32 Departemen Agama Republik Indonesia, A-Quran dan Terjemahnya..., 428,
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akan merusak kehidupan lainnya. Kebutuhan sekunder juga
merupakan suatu kebutuhan apabila tidak dipelihara tidak membawa
hancurnya kchidupan, tctapi hanya menimbulkan kesulitan atau
kekurangan dalam hidup.

Kecbutuhan Tahsiniat

Kcbutuhan rahsiniat disebut juga kcbutuhan tersicr merupakan
suatu kebutuhan tambahan untuk memperindah kehidupan. Apabila
kebutuhan tersier tidak terpenuhi, maka kehidupan tidak akan rusak
dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Kcbutuhan tersicr
bertujuan untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pcrgaulan.
Scgala perbuatan untuk memenuhi kebutuhan tersicr menimbulkan
hukum swnnah dan perbuatan yang mengabaikan kcbutihan tersicr
menimbulkan hukum makruh.

Kebutuhan tersier berlaku pada bidang ibadah meliputi berhias
dan berpakaian pada wakiu pergi ke masjid, pada bidang muamalah
meliputi jual beli dan hemat dalam berbelanja, serta pada bidang
jinayat meliputi tidak membunuh anak-anak dan perempuan dalam
peperangan.

Hubungan antara daruriat, hajjiat dan tahsiniat mcmpunyai

hubungan yang berjenjang dari yang paling penting sampai kepada

pelengkap. Menurut as-Sythibi menjelaskan bahwa Kketiga jenis magasid

al-shari’ah saling memiliki hubungan dalam tingkat keperluan dan

perlindungan yait u:



a

50

Kebutuhan darwriatr  adalah dasar bagi kebutuhan Aajiatr dan
kebutuhan tahsiniat;

Kerusakan pada kebutuhan daririat akan menycbabkan kerusakan
scluruh kebutuhan hajjiat dan kebutuhan rahsiniat,

Kerusakan hajjiat dan kcbutuhan tahsiniat tidak akan menycbabkan
kerusakan kebutuhan daruriat;

Kerusakan seluruh kebutuhan hajjiai dan kebutuhan rahsiniat akan
mengakibatkan kerusakan sebagian daruriat; dan

Keperluan dan perlindungan kebutuhan Aajrat dan  kebutuhan

tahsiniat perlu dipelihara untuk kelestarian kebutuhan daruriat.



BAB III

24 INDIKATOR DALAM PERATURAN MENTERI PEMBERDAY AAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 6 TAHUN 2013

A. Sekilas Tentang Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013

Seperti halnya peruaturan perundang-undangan yang lain, pasal 1 berisi
tentang ketentuan uwmum. Yakni penjabaran tentang beberapa istilah
keluarga, pembangunan kcluarga, ketahanan dan kescjahteraan keluarga, dan
menteri, yang mungkin kurang mampu dipahami oleh masyarakat pada
umumnya.

Pasal 2 berisikan tentang tujuan dari Peraturan Menteri, scbagai
berikut:' a. Mendorong pencrapan konsep Ketahanan dan Kescjahteraan
keluarga dalam semua kegiatan pembangunan yang sasarannya dan ditujukan
untuk keluarga; b. Mengembangkan kebijakan nasional tentang pendckatan
kecluarga dalam pcmbangunan scsuai tugas dan fungsi Kementcrian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, c¢. Meningkatkan
pelaksanaan kebijakan pembangunan  keluarga pada masing-masing
Kementerian, Lembaga, Pemerintah Dacrah Provinsi dan Pemerintah Dacrah

Kabupaten /Kota; e. Dan mengembangkan kebijakan baru untuk melengkapi

! Pasal 2, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun
2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.
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pemenuhan kebutuhan keluarga dalam rangka peningkatan ketahanan dan
kesejahteraannya,

Pasal 3 memuat tentang Peclaksanaan Pembangunan Kecluarga
berpedoman pada konscp ketahanan dan kescjahtcraan, scbagai berikut: a.
Landasan legalitas dan keutuhan kcluarga; b. Ketahanan fisik; c. Ketahanan
ckonomi; d. Ketahanan sosial psikologi; e. Dan ketahanan sosial budaya.

Pasal 4 memuat tentang Kementerian, Lembaga, Pemerintah Dacrah
Provinsi dan Pemerintah Dacrah Kabupaten /Kota akan melakukan
penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan inovatif dan afirmatif scrta
melibatkan masyarakat dan dunia usaha.

Sedangkan pasal 5 menjabarkan daripada pasal 4 tentang kewenangan
Kementerian, Lecmbaga, Pemerintah Dacrah Provinsi dan Pemerintah Dacrah
Kabupaten /Kota dalam mclaksanakan pembangunan keluarga. Pasal 6 juga
menjabarkan daripada pasal 5 memuat tentang kewenangan Menteri.

Pasal 7 memuat tentang upaya dalam rangka pelaksanaan pembangunan
keluarga vang dilakukan olch Kementerian, Lembaga, Pemerintah Dacrah
Provinsi dan Pemerintah Dacrah Kabupaten /Kota, scbagai berikut:>
a. Peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan,

penyuluhan, dan pclayanan tentang perawatan, pengasuhan dan
perkembangan anak, melalui: 1. program perlindungan anak; 2. program
pendidikan nasional; 3. pengembangan pola asuh; 4. pendidikan karakter;
5. pengembangan anak usia dini yang holistik dan terintegrasi; 6. program
perlindungan keschatan anak termasuk anak dengan disabilitas;, 7.
program desa siaga, 8. pemberian jaminan Keschatan; program
perencanaan persalinan  dan  pencegahan komplikasi; 10. program

penyuluhan keschatan ibu dan anak; 11. pemberian akta kelahiran gratis;
12, kursus calon pengantin; 13. penanggulangan kekerasan dalam rumah

% Ibid.



tangga; dan 14. program pendidikan anak melalui organisasi keagamaan
dan dunia usaha.

Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian  akses informasi,
pendidikan, konscling, dan peclayanan tentang kchidupan berkcluarga
melalui: 1. kegiatan ‘gencrasi berencana’; 2. pusat informasi dan
konscling remaja; 3. bina Keluarga remaja; dan 4. program karang taruna.
Peningkatan kualitas hidup lansia agar tctap produktif dan berguna bagi
Keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan
dalam kchidupan Kcluarga melalui: 1. program pembinaan kecschatan
lansia; 2. bina Kcluarga lansia; 3. pembinaan dan bimbingan lansia; dan 4.
program pendidikan remaja dalam mecnjalankan kcagamaan dan dunia
usaha.

Pemberdayaan Keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan
bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lainnya
melalui: 1. program Keluarga harapan; 2. peningkatan kemampuan dan
keterampilan Keluarga; 3. bantuan langsung tunai; 4. penanggulangan
kemiskinan dan lembaga konsultasi kescjahteraan Kecluarga; dan 5.
program pendidikan keagamaan dan dunia usaha.

Peningkatan kualitas lingkungan Keluarga melalui: 1. pendidikan bela
negara; 2. program desa siaga; 3. penyuluhan hukum dan peningkatan
kesetaraan gender dalam kchidupan Keluarga dan masyarakat; dan 4.
program kcepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan keagamaan dan
dunia usaha.

Peningkatan akses dan pcluang terhadap pencrimaan informasi dan
sumber daya ckonomi mclalui: 1. usaha mikro Keluarga; 2. program
nasional pemberdayaan masyarakat; 3. program kelompok usaha bersama;
4, program Kcluarga harapan; 5. usaha peningkatan pendapatan Kcluarga
scjahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan; dan 6.
program pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
bekerjasama dengan organisasi keagamaan.

Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih
cfektif bagi Keluarga miskin melalui: 1. program Keluarga harapan; 2.
bantuan langsung tunai; 3. program jaminan keschatan; 4. peningkatan
kemampuan dan keterampilan Keluarga; 5. pendidikan informal; dan 6.
program perumahan,

Penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan bagi perempuan yang
berperan scbagai kepala Keluarga, pembinaan Perempuan Kepala
Kecluarga, pecnanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan
kesetaraan gender.

Pasal 8 sampai dengan pasal 15 memuat tentang pelaksanaan kegiatan

pembangunan keluarga dalam petunjuk pelaksanaan masing-masing satuan



kerja Kementerian, Lembaga, Pemerintah Dacrah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 16 memuat tentang Pclaksanaan kebijakan Pembangunan
Kcluarga dimuat dalam rencana kerja kegiatan satuan kerja di lingkungan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Scdangkan pasal 17 menjabarkan dari pasal 8 sampai dengan pasal 15,
dan mecncgaskan tcntang ketentuan Iebih lanjut mengenai pclaksanaan

kegiatan Pembangunan Kcluarga.

Pasal 18 menjclaskan tentang Kementerian, Lembaga, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat bekerjasama dengan
perguruan tinggi, akademisi, pemerhati masalah perempuan dan anak, dan

organisasi kemasyarakatan scrta dunia usaha.

Pasal 19 menjabarkan dari pasal 18, dan mencgaskan tentang
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama
para pihak untuk berkoordinasi dan bekerjasama dalam pelaksanaan

pembangunan keluarga.

Pasal 20 memuat tentang pelaksanaan pembangunan keluarga di dacrah

yaitu Pcmerintah Dacrah Provinsi, yang is?.inya:3

a.menctapkan  kebijakan  tentang  Pembangunan  Keluarga, b.
mengkoordinasikan  kegiatan Pembangunan Keluarga; ¢. melakukan

? Ibid.



pemantuan dan cvaluasi pelaksanaan Pembangunan Keluarga;, d.
meningkatkan kemampuan kelembagaan agar dapat membantu pelaksanaan
Pembangunan Keluarga; ¢. menyediakan anggaran yang diperlukan untuk
mendukung pelaksanaan Pembangunan Kcluarga; dan f. menjalin kerjasama
dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam meclaksanakan
Pembangunan Keluarga,

Pasal 21 memuat tentang pclaksanaan pembangunan keluarga di dacrah

yaitu Pemerintah Dacrah Kabupaten/Kota, yang isinya:*

a. menctapkan kebijakan pelaksanaan Pembangunan Kcluarga di
Kabupaten/Kota; b. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan
Pembangunan Keluarga; c. melakukan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan
Pembangunan Keluarga; d. meningkatkan kemampuan kelembagaan untuk
pclaksanaan Pembangunan Keluarga di Kabupaten/Kota; ¢. menyediakan
anggaran yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pcmbangunan
Kcluarga di Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya; dan f. menjalin
kerjasama dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam meclaksanakan
Pembangunan Keluarga.

Pasal 22 menjelaskan tentang pemantuan dan evaluasi tcrhadap
pelaksanaan kebijakan pembangunan keluarga yang dilakukan olech Menteri.
Pasal 23 menjabarkan daripada pasal 22, dan mencgaskan tentang Menteri
melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Presiden. Pasal 24 memuat
tentang ketentuan penutup dan Peraturan Menteri akan mulai berlaku pada

tanggal yang diundangkan.

Pada tahun 2015 yang lalu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor untuk

melakukan kajian awal tentang Indikator Ketahanan Kecluarga yang focus

* Ibid.



utamanya adalah mengetahui indikator ketahanan keluarga dengan jumlah 30

indikator yang dapat discderhanakan menjadi 24 indikator.’

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pclaksanaan Pembangunan Keluarga scmakin
menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menempatkan keluarga pada
posisi yang strategis. Ukuran tingkat ketahanan keluarga yang dipublikasikan
tetap mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013.

B. Penjelasan 24 Indikator dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013
Berdasarkan  Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013, Kementerian Pemberdayaan
Pcrempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) merumuskan 24 indikator yang
mecmpresentasikan tingkat kectahanan keluarga. 24 indikator ketahanan
kcluarga terkelompok dalam 5 dimensi dan terbagi dalam 15 variabel. Dari
kelima dimensi adalah:®
l. Landasan legalitas dan keutuhan keluarga mempunyai 3 variabel dan
terdiri dari 7 indikator;

2. Kectahanan fisik mempunyai 3 variabel dan terdiri dari 4 indikator;

> Hercin Puspitawati, Tclaah Pengintcgrasian Perspektit Gender Dalam Keluarga Unt uk
Mewujudkan Kesctaraan Dan Kcadilan Gender Dan Kctahanan Keluarga Di Provinsi fawa Timur
Dan Sumatera Utara (Jakarta: t.p., 2016), 2.

®Ibid., 9.



3. Ketahanan ckonomi mempunyai 4 variabel dan terdiri dari 7 indikator;
4. Kectahahan sosial psikologi mempunyai 2 variabel dan terdiri dari 3
indikator; dan
5. Kectahanan sosial budaya mempunyai 3 variabel dan terdiri dari 3
indikator.
Sctiap dimensi pengukur tingkat kctahanan keluarga kemudian akan
dijabarkan dalam berbagai variabel dan setiap wvariabel diukur dengan

beberapa indikator yang secara fungsional yang saling berhubungan.

a. Dimensi 1: Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Dimensi landasan lcgalitas dan keutuhan keluarga adalah scbuah
dimensi yang berdasarkan pada pemikiran bahwa sctiap kcluarga
memiliki tingkat kctahanan yang tinggi apabila dibangun berdasarkan
pondasi yang kokoh. Dimensi landasan legalitas dan keutuhan kcluarga

mempunyai 3 variabel dan terdiri dari 7 indikator yaitu;’
1) Variabel Landasan Legalitas diukur berdasarkan 2 indikator yaitu

Legalitas Perkawinan dan Legalitas Kelahiran

Legalitas perkawinan adalah suatu landasan yang paling penting
bagi kcluarga dalam membentuk scbuah keluarga yang scjahtera lahir
dan batin. Dalam hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan

yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-

" Widyatmike Gede Mulawarman dan Alfian Rokhmansyah, Konsep Ketahanan Keluarga: Studi
Kasus di Kelurahan Mesjid Kota Samarinda, (Samarinda: CV. Istana Agency, 2019), 16.



masing agama dan kepercayaan. Perkawinan sah bukti autentiknya
berupa buku nikah yang diterbitkan olech Kementerian Agama
sctempat melalui Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama
(KUA) bagi penduduk yang beragama Islam apabila perkawinannya
dicatatkan.

Scdangkan bagi penduduk yang beragama sclain  Islam
melangsungkan perkawinan pencatatnnya oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang
sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Menurut data dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun
2015, informasi kepemilikan buku nikah mencakup persentase scbesar
84.21% dan yang tidak memiliki buku nikah hanya 15,79%.

Akta kelahiran adalah salah satu bukti autentik hak memiliki
identitas anak. Hak identitas bagi scorang anak diatur dalam Pasal 5
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
menyatakan bahwa sctiap anak berhak atas suatu nama scbagai
identitas diri dan status kewargancgaraan. Dalam pasal 27 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga mengatakan identitas
diri sctiap anak harus diberikan scjak kclahirannya, dan ayat (2)
berbunyi identitas sebagimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam

akta kelahiran. ®

¥ Ibid., 17.



Data dari Susenas KOR tahun 2015 kepemilikan akte kelahiran
pada daerah perkotaan dan perdesaan memiliki persentase sebesar
78,03%, sedangkan yang tidak memiliki akte kelahiran persentasenya
vaitu 15,09%.

2) Variabel Kcutuhan Kcluarga diukur berdasarkan | indikator yaitu
Keberadaan Pasangan Suami Istri yang Tinggal Bersama dalam Satu
Rumah

Keutuhan keluarga merupakan salah satu unsur yang penting
dalam membangun kctahan keluarga. Apabila keluarga tidak utuh
maka mempunyai unsur kctahanan yang rendah dan mempunyai
kemampuan yang lebih rendah dalam memenuhi kebutuhan ckonomi
dan psikologis anggota kcluarga khususnya orang tua dan anak-anak.
Salah satu yang mcnarik dari ketidakutuhan keluarga adalah terjadi
pada keluarga yang suami dan istri tidak tinggal menetap dalam satu
rumah schingga pembinaan kelvarga dan pengasuhan anak mengalami
masalah pada psikologi anak.”

Untuk menjamin ketahanan keluarga, sctiap anggota kecluarga
harus tinggal dan menctap dalam satu rumah schingga terbina ikatan
cmosional dalam menycimbangkan hak dan kewajiban antar anggota
keluarga dalam kehidupan schari-hari. Apabila suami istri bertempat
tinggal satu rumah, maka psikologi anak pasti tidak akan terganggu

schingga hidup kcluarga yang scjahtera. Data rumah tangga yang

’ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,
Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 ..., 16,
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tinggal dalam satu rumah pasangan suami istri pada tahun 2015
memiliki persentasec 81,45% dan rumah tangga yang tidak tinggal
dalam satu rumah memiliki persentasc 18,55%.

3) Variabcl Kemitraan Gender diukur berdasarkan 4 indikator yaitu
Kcbersamaan dalam Kcluarga, Kemitraan Suami Istri, Keterbukaan
Pengelolaan Keuangan, dan Pengambilan Keputusan Keluarga

Kemitraan gender adalah suatu kerjasama yang sctara dan
berkeadilan antara suami istri dan anak, baik anmak laki-laki maupun
anak perempuan dalam melakukan fungsi keluarga melalui pembagian
pekerjaan dan peran.'’ Kemitraan gender juga salah satu variabel yang
dapat meningkatkan kctahanan kecluarga, indikator yang pertama
yaitu mcluangkan waktu dengan kcluarga sangatlah penting dalam
kchidupan berkcluarga, supaya kcbersamaan dalam kcluarga terjalin
schingga tercipta sebuah ketahanan keluarga.''

Rata-rata rumah tangga di Indoncsia memiliki waktu luang
bersama keluarga yang cukup yaitu 14 jam dalam seminggu. Menurut
data SPTK tahun 2014 perkotaan dan perdesaan memiliki persentase
vang tidak jauh berbeda persclisihan angka persentasenya. Perdesaan
memiliki persentase scbesar 50,61%, scdangkan di perkotaan

memiliki persentase sebesar 48,87%.

' Antara, “Pentingnya Kesctaraan Gender Untuk Membangun Keluarga Bahagia™, dalam

https:/gaya.tcmpo.co, diakscs pada 11 Marct 2020.
! Widyatmike Gede Mulawarman dan Alfian Rokhmansyah, Konsep Ketahanan Keluarga: Studi
Kasus di Kelurahan Mesjid Kota Samarinda... 19,
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Kemitraan gender menerapkan indikator yang kedua yaitu
pengelolaan keuangan keluarga. Dalam indikator yang kedua
pengelolaan keuangan keluarga harus disepakati dari awal pernikahan
antara suami dan istri, apabila terjadi kckeliruan salah satu dari suami
atau istri bisa mengingatkan kembali antara kesepakatan yang tclah
discpakati. Meskipun yang berdominan adalah istri scbagai
pengendali keuangan, maka istri juga harus mengkomunikasikan
pemanfaatan vang yang telah dikelola schingga akan menguatkan
suatu ketahanan keluarga.

Data yang diperolch dari Susenas KOR tahun 2015, rumah
tangga yang menycrahkan urusan rumah kepada istri persentascnya
lebih besar di perdesaan yaitu 70,45%, sedangkan di perkotaan
memiliki persentasc 67,40%.

Kemitraan gender juga menerapkan indikator yang ketiga yakni
keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan
dalam keluarga juga merupakan indikator keempat dari variabel
kemitraan gender. Hasil pemantauan dari Survei Demografi dan
Keschatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, penghasilan suami yang
dikclola sccara bersama-sam memiliki persentase lebih tinggi yaitu
46,30% daripada penghasilan istri yang dikelola bersama hanya

memiliki persentase 28,50%.

b. Dimensi 2: Ketahanan Fisik
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Ketahanan fisik adalah suatu kondisi yang schat bagi semua anggota
keluarga merupakan syarat yang penting dalam membangun ketahanan
kcluarga. Kcluarga yang schat adalah scbuah kcluarga yang bisa menjaga
pola makan, pola tidur, dan pola olahraga dengan baik. Dimensi
ketahanan fisik mempunyai 3 variabel dan terdiri dari 4 indikator yaitu:"?
1) Variabel Kecukupan Pangan dan Gizi diukur berdasarkan 2 indikator

yaitu Kecukupan Pangan dan Kecukupan Gizi

Kecukupan pangan dan gizi adalah salah satu unsur
pembentukan ketahanan fisik yang baik dalam membangun secbuah
ketahanan keluarga. Apabila tercukupi kebutuhan pangan dan status
gizi yang baik, maka dapat meningkatkan ketahanan fisik dan dapat
beraktifitas sccara normal dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Dalam survei-survei yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2015,
terdapat fakta bahwa rumah tangga yang telah mengkonsumsi
makanan pokok dengan lauk protein nabati maupun protein hewani di
perkotaan (32,32%) dan perdesaan (25,33) memiliki persclisihan
sedikit persentasenya.

Kementerian Keschatan Republik Indonesia telah membuat
program kecgiatan yaitu Riset Keschatan Dasar (Riskesdas) yang
dilaksanakan setiap 3 tahun sckali. Mayoritas posyandu di Indonesia

banyak yang mengeluh mengenai permasalahan gizi balita. Prevelensi

'* Widyatmike Gede Mulawarman dan Alfian Rokhmansyah, Konsep Ketahanan Keluarga: Studi
Kasus di Kelurahan Mesjid Kota Samarinda... , 20,
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kasus gizi buruk pada balita tahun 2013 lecbih tinggi di perdesaan
yaitu scbanya 7,3%, scdangkan di perkotaan hanya 4,2%.

Variabel Keschatan Kecluarga diukur berdasarkan 1 indikator yaitu
Keterbebasan dari Penyakit Kronis dan Disabilitas

Keschatan fisik adalah unsur dasar dalam diri sescorang untuk
hidup mandiri, mecngembangkan diri dan kcluarganya dalam
kehidupan yang harmonis dan sejahtera, serta kebahagian lahir dan
batin. Keluarga yang schat adalah scbuah keluarga yang bisa menjaga
pola makan, pola tidur, dan pola olahraga dengan baik, schingga
kondisi fisik anggota kcluarga akan schat jasmani dan terbebas dari
ketcrbatasan (disabilitas).

Menurut data SPTK tahun 2014, rumah tangga di Indoncsia
yang tidak mempunyai masalah penyakit kronis dan disabilitas sckitar
86,21%, sedangkan 13,79% rumah tangga yang menderita penyakit
kronis dan penyandang disabilitas.

Variabel Ketersediaan Tempat atau Lokasi Tetap untuk Tidur diukur
berdasarkan | indikator yaitu Ketersediaan Lokasi Tetap untuk Tidur

Ketersediaan lokasi tetap untuk tidur adalah suatu tempat yang
akan membuat tidur menjadi nyaman. Tidur juga harus diimbangi
kualitas tidur yang cukup vyaitu & jam dan pastinya tidur yang baik
adal tidur ke tempat yang sudah tersedia seperti kamar tidur.
Terutama bagi scbuah keluarga harus ada tempat tersendiri untuk

tidur dan tidak bolech tidur menjadi satu.
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Data survei dari Susenas tahun 2015, rumah tangga yang
mempunyai tempat tidur yang ditempati tidak lebih dari 3 orang
memiliki persentase sckitar 76,63%, sedamgkan sisanya 15,96%
rumah tangga vang mempunyai tempat tidur tctapi ditempati lcbih

dari 3 orang.

c. Dimensi 3: Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi adalah suatu kebutuhan keluarga yang paling
utama  dalam  meclangsungkan  hidup  secara nyaman  dan
berkesinambungan. Keluarga yang nyaman jika scbuah keluarga memeliki
dan menempati rumah atau tempat tinggal yang layak. Kesinambungan
kchidupan kcluarga akan tcrjamin apabila scbuah keluarga memiliki
pendapatan dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan hidup schari-hari
scrta untuk menjamin pendidikan anak-anak. Keluarga juga harus
mengantisipasi  ketidakpastian hidup di masa depan, maka scbuah
keluarga harus memiliki tabungan serta memiliki jaminan keschatan yang
berupa asuransi keschatan atau BPJS. Dimensi ketahanan ckonomi

mempunyai 4 variabel dan terdiri dari 7 indikator yaitu:"
1) Variabel Tempat Tinggal Keluarga diukur berdasarkan 1 indikator

yaitu Kepemilikan Rumah

Kepemilikan rumah merupakan unsur terpenting dalam

kehidupan berumah tangga dengan status kepemilikan bangunan

' Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,
Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 ..., 18-19,
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tempat tinggal sendiri. Scbuah keluarga tclah memiliki rumah
tersendiri merupakan salah satu memenuhi kebutuhan primer dalam
berkcluarga, schingga dapat membangun keluarga dengan tingkat
ketahanan kcluarga yang Icbih baik. Jika scbuah kcluarga menempati
tempat tinggal milik sendiri akan memiliki ketahanan ckonomi yang
rclatif Icbih baik dibandingkan kcluarga yang mencmpati tecmpat
tinggal bukan milik sendiri atau rumah kontrak.

Data BPS tahun 2015, bangunan rumah milik sendiri dalam
rumah tangga persentascnya lebih besar perdesaan (91,44%) daripada
perkotaan (73,87%).

Variabel Pendapatan Kecluarga diukur berdasarkan 2 indikator yaitu
Pendapat an Perkapita Keluarga dan Kecukupan Pendapatan Kcluarga

Pendapatan keluarga merupakan penghasilan keluarga atau hasil
dari sebuah pekerjaan ataupun berniaga. Penghasilan yang cukup
adalah aspek dalam ketahanan ekonomi keluarga tidak hanya dinilai
sccara objcktif namun dinilai sccara subjcktif. Penilaian secara
objektif yaitu bahwa keluarga memiliki pendapatan perkapita yang
lebih tinggi akan memiliki ketahanan ckonomi yang baik. Dan
penilaian sccara subjcktif yaitu lebih menckankan pada kepuasan

keluarga atas pendapatan yang telah diperolch. Maksudnya keluarga
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yang mempunyai penghasilan yang cukup atau lebih dalam memenuhi
kebutuhan hidup akan memiliki ketahanan ckonomi yang lebih baik.'

Menurut data Susenas KOR tahun 2015, mayoritas rumah
tangga di Indoncsia memiliki potensi Icbih baik untuk garis
kemiskinan. Rumah tangga yang tidak miskin di perkotaan memilikiki
persentasc sckitar 71,77% lebih besar dibandingkan perdesaan sckitar
57,47%. Akan tetapi menurut data SPTK tahun 2014, persentasi
rumah tangga yang hidupnya merasa kurang lebih tinggi perdesaan
(34,34%) dibandingkan perkotaan (25,09%).

3) Variabel Pembiayaan Pendidikan Anak diukur berdasarkan 2 indikator
vaitu  Kemampuan  Pembiayaan  Pendidikan  Anak  dan
Keberlangsungan Pendidikan Anak

Pendidikan anak adalah yang paling utama suatu hak yang wajib
diperoleh. Pendidikan yang ditempuh seorang anak wajib
menyelesaikan belajar 12 tahun dinilai secara ckonomi schingga akan
memiliki ketahanan keluarga yang kuat. Apabila scorang anak yang
putus sckolahnya ada salah satu indikasi suatu masalah ckonomi
dalam kcluarga, meskipun penycbab putus sckolah tidak sclalu alasan
ckonomi, adapun hal-hal yang mempengaruhi daya tahan kcluarga

yang rendah. Suatu ketahanan keluarga bisa dikatakan kuat apabila

" Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,
Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 ..., 19,
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keluarga mempunyai ketahanan ckonomi yang baik dan dapat
menjamin keluarga untuk memperoleh pendidikan. '

Mayoritas masyarakat Indonesia mencgeluh tentang biaya
sckolah yang sctiap tahunnya semakin mahal Dari data survei olch
Suscnas KOR tahun 2015, rumah tangga yang mempunyai anak
berumur 7-18 tahun yang scluruhnya bersckolah memiliki persentase
sekitar 90,66% lebih tinggi daripada perdesaan sekitar 86,52%.
Scdangkan mengenai keberlangsungan pendidikan anak akibat putus
sckolah atau tidak pernah sckolah di perdesaan memiliki persentase
sckitar 3,41% lcbih tinggi daripada perkotaan hanya 1,92%.

Variabel Jaminan Keuangan Keluarga diukur berdasarkan 2 indikator
yaitu Tabungan Kcluarga dan Jaminan Kcschatan Kcluarga

Kesiapan kcluarga merupakan salah satu pertimbangan
ketahanan ekonomi dalam menghadapi kejadian yang tidak terduga di
masa depan. Suvatu jaminan yang dimiliki oleh keluarga juga
merupakan resiko-resiko yang akan dihadapi di masa depan untuk
menjadi satu variabel pembangun ketahanan ckonomi keluarga.
Jaminan yang harus dimiliki keluarga yaitu memiliki tabungan
keluarga dan jaminan keschatan yang berupa asuransi keschatan

melalui kepemilikan keluarga seperti BPJS, askes dan sejenisnya.'

5 Ibid., 20.

!9 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,
Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 ...,20.
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Data yang dipecroleh dari Susenas Modul Sosial Budaya dan
Pendidikan (MSBP) tahun 2015, rumah tangga yang memiliki
tabungan kecluarga Non Bank persentasc perdesaan sckitar 91,24%
Icbih tinggi dibandingkan perkotaan sckitar 88,28%, scdangkan rumah
tangga yang memiliki tabungan kecluarga di Bank persentasc
perkotaan scbanyak 69,08% lebih tinggi dibandingkan perdesaan
sckitar 40,95%. Persentasc rumah tangga yang memiliki jaminan
keschatan cenderung lebih tinggi di perkotaan sckitar (43,39%)

daripada perdesaan sckitar (39,26%).

d. Dimensi 4: Ketahanan Sosial Psikologis

Ketahanan sosial psikologis adalah suatu keluarga mampu

menanggulangi berbagai masalah non fisik yang meliputi pengendalian

emosi secara pasif, konsep diri positif, kepedulian suami terhadap istri

dan kepuasan terhadap keharmonisan keluarga, Dimensi ketahanan sosial

psikologis mempunyai 2 variabel dan terdiri dari 3 indikator yaitu:'’

1) Variabel Keharmonisan Keluarga diukur berdasarkan 2 indikator yaitu

Sikap Anti Keckerasan Terhadap Perempuan dan Perilaku Anti
Kckerasan Terhadap Anak

Sikap anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang
dimiliki oleh suatu keluarga merupakan salah satu keluarga yang

memiliki ketahanan keluarga yang relatif tinggi. Sikap anti kekerasan

7 Ibid., 20.
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terhadap perempuan tergantung dari sikap kepala rumah tangga atau
pasangan yang tidak membenarkan tindakan suami memukul istri
dengan alasan apapun. Sedangkan perilaku kckerasan terhadap anak
tergantung orang tua cara mendidik dan mengasuh anaknya yang
tidak menggunakan kckerasan dalam jenis apapun.

Data yang dikumpulkan dalam Suscnas Modul tahun 2014,
persentase rumah tangga yang tidak membenarkan permasalahan
kekerasan yang dilakukan oleh suami lebih tinggi di perkotaan sekitar
78.35% dibandingkan perdesaan sckitar 69,96%. Sedangkan
permasalahan keckerasan terhadap anak Iebih tinggi di perdesaan
sckitar 57,47% dibandingkan perkotaan sckitar 52,00%. Banyak orang
tua di Indoncsia mclakukan kekerasan terhadap anak scperti
mencubit, memukul, maupun memarahi anak hanya karcna hal yang
sepele.

Variabel Kepatuhan Terhadap Hukum diukur berdasarkan 1 indikator
yaitu Penghormatan Terhadap Hukum

Scbuah kecluarga yang patuh dan taat kepada hukum atau tidak
pernah melakukan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum, maka
dikatakan kcluarga memiliki ketahanan yang baik. Apabila scbuah
keluarga dikatakan korban tindak pidana dapat mewakili variabel

kepatuhan terhadap hukum karena kecluarga terscbut tidak pernah
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menjadi korban tindak pidana, maka dapat dikatakan bahwa keluarga
terscbut memiliki ketahanan keluarga yang baik.'®

Hasil dari data survei vang dilakukan olch BPS tahun 2015,
persentasc rumah tangga yang menjadi korban tindak pidana lcbih
besar di perkotaan sckitar 4,05% dibandingkan perdesaan hanya

2,90%.

e. Dimensi 5: Ketahanan Sosial Budaya
Ketahanan sosial budaya adalah dimensi terakhir yang
menggambarkan tingkat ketahanan keluarga dapat dilihat dari sudut
pandang hubungan keluarga terhadap lingkungan sosial sckitar. Keluarga
adalah bagian yang tidak tcrpisahkan dari lingkungan masyarakat dan
sosial. Dimensi ketahanan sosial budaya mempunyai 3 variabel dan terdiri
dari 3 indikator yaitu:"’

1) Variabel Kepedulian Sosial diukur berdasarkan 1 indikator yaitu

Penghormatan Terhadap Lansia
Lansia adalah scscorang yang tclah mencapai usia 60 tahun ke
atas. Scbuah kcluarga harus memiliki rasa kepedulian dan perhatian
terthadap anggota kcluarga yang lansia berupa perhatian dan
perawatan. Adanya rasa kepedulian dan perhatian akan memiliki

ketahanan keluarga yang cukup tinggi. Kepedulian sosial merupakan

' Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,
Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 ..., 21,
! Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,
Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 ..., 21,
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salah satu tolak ukur dalam indikator penghormatan terhadap lansia
pada kehidupan berumah tangga.

Menurut data Suscnas KOR tahun 2015, persentasc rumah
tangga lansia yang tinggal sendiri lebih banyak di kalangan perdesaan

sckitar 13,08% daripada perkotaan hanya 11,14%.

Variabel Keeratan Sosial diukur berdasarkan 1 indikator yaitu
Partisipasi Dalam Kegiatan Sosial di Lingkungan

Keeratan sosial merupakan salah satu upaya masyarakat untuk
mempertahankan dan memperkuat ketahanan dalam lingkup keluarga
dengan kesclarasan dan rasa kekeluargaan antar anggota masyarakat.
Suatu kclvarga dikatakan memiliki ketahanan keluarga yang cukup
tinggi apabila scbuah kcluarga tcrscbut ikut berpcran serta ikut
berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang diadakan di lingkungan
masyarakat,”’

Data Suscnas Modul Hansos tahun 2014, tingkat partisipasi
rumah tangga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan
tempat tinggal lcbih banyak yang berpartisipasi (66,36%) daripada
vang tidak ikut berpartisipasi (33,64%).

Variabel Kctaatan Beragama diukur berdasarkan 1 indikator yaitu

Partisipasi Dalam Kegiatan Keagamaan di Lingkungan

20

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,

Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 ..., 21,
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Ketaatan beragama merupakan salah satu komponen pembentuk
kelvarga yang berkualitas. Kondisi mental, spiritual dan penerapan
nilai-nilai agama adalah dasar dalam mencapai keluarga yang
berkualitas dan akan membentuk kcluarga vang scjahtcra. Kesadaran
individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan kcagamaan di
lingkungan masyarakat juga merupakan salah satu bentuk kectaatan
beragama. Dengan kerelaan individu untuk hadir, terlibat, dan
berperan secara langsung dalam kegiatan di masyarakat dapat
membangun sebuah ketahanan yang lebih baik.*!

Menurut data Suscnas Modul Hansos tahun 2014, persentase
tingkat partisipasi rumah tangga dalam kegiatan sosial keagamaan di
perdesaan  memiliki persentasc scbanyak 52.81% lcbih tinggi

dibandingkan perkotaan sckitar 44.91%.

*! Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia,
Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016 ..., 22,



BAB IV

ANALISIS MAQASID AL-SHARI’AH TERHADAP 24 INDIKATOR DALAM
PERATURAN MENTERI PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 6 TAHUN 2013

A. Analisis 24 Indikator dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan  Anak
Republik Indonesia (KPPPA RI) telah bekerjasama dengan BKKBN dan BPS
menerbitkan buku yang berisi 24 indikator ketahanan keluarga pada tahun
2016. Peraturan ini ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam
rumah tangga, kekerasan pada anak dan upaya dalam kesctaraan gender.
Penulis sendiri melihat bahwa indikator-indikator tersebut memang penting
untuk ditctapkan, karcna Indonesia yang sedang menggalakkan penguatan
ketahanan keluarga membutuhkan acuan yang jclas aspck apa sajakah yang
harus diperkuat.

24 indikator dalam buku pembangunan ketahanan Kkeluarga jelas
dihasilkan dari tahapan-tahapan perumusan yang cukup panjang dan
karecnanya memang bisa dilihat rclevansinya dengan kenyataan masyarakat
Indonesia saat ini. Dari 24 indikator yang termuat dalam Bab III, maka

analisis dalam Bab IV ini mengacu pada 24 indikator yaitu:

73
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Legalitas Perkawinan

Legalitas perkawinan adalah indikator pertama dari 24 indikator
yang menckankan pada kecabsahan scbuah perkawinan. Hal ini berarti
pcrkawinan yang dicatatkan mcrupakan perkawinan yang ideal. Legalitas
perkawinan sangat penting, karcna pada akhirnya Indonesia adalah ncgara
hukum yang mana scgala scsuatu terkait hubungan antar manusia juga
diatur olech hukum. Untuk memperoleh status legal, maka perkawinan
harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonecsia. Peraturan yang mengatur tentang pencatatan
perkawinan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.

Jika sebuah perkawinan memiliki status legal, maka berbagai akibat
hukum baik sclama masa perkawinan maupun sctelah terjadinya hal-hal
yang tidak diinginkan misalnya perceraian, putusnya perkawinan karena
kematian atau batalnya perkawinan maka akibat-akibat hukum sectclah itu
tetap bisa dijamin olch negara.

Legalitas Kelahiran

Legalitas kelahiran merupakan indikator sclanjutnya yang mengenai
status dan peristiwa kelahiran secorang anak yang mana sctiap anak yang
lahir berhak mendapatkan status legal yang berupa akte kelahiran scbagai

identitas kepastian hukum untuk memenuhi persyaratan mengurus
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berbagai pelayanan masyarakat, seperti masuk sckolah, pembuatan kartu
keluarga dan paspor, serta melamar pekerjaan.

Lecgalitas kelahiran sangat penting, karcna scmua anak yang lahir ke
dunia atas kchendak Allah dan berhak untuk mendapatkan akte kclahiran
yang ditcrbitkan olch DISPENDUKCAPIL scbagai identitas kepastian
hukum dan alat perlindungan hukum. Kepemilikan identitas scorang anak
telah diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak
memiliki identitas diri dan status kewargancgaraan.

Kcberadaan Pasangan Suami-Istri yang Tinggal Bersama dalam Satu
Rumah

Keberadaan pasangan suami istri yang tinggal bersama dalam satu
rumah adalah suami istri tinggal menctap dalam satu rumah dapat
membina keluarga dan mengasuh anak dengan baik. Keberadaan pasangan
suami istri yang tinggal dalam satu rumah menjadi penting, Kkarcna
keluarga memiliki peranan yang sangat signifikan terhadap tumbuh
kembang anak.

Apabila pasangan suami istri tidak tinggal dalam satu rumah, maka
itu sangat mempengaruhi pada psikologis anak. Pasangan suami istri yang
tinggal dalam satu rumah dapat membina ikatan emosional dalam
menyeimbangkan hak dan kewajiban schari-hari. Hal ini telah diatur
dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang

Penyclenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
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4. Kcbersamaan dalam Keluarga

Kcbersamaan dalam keluarga adalah momen berharga pada waktu
perkumpulan kcluarga. Kcbersamaan dalam kcluarga menjadi sangat
penting, karcna adanya kcbersamaan dalam keluarga terciptalah scbuah
ketahanan keluarga. Kebersamaan yang indah yaitu suatu perkumpulan
dengan keluarga sehingga menciptakan kebahagiaan dan kenyamann.
Diketahui bahwa scorang ibu adalah motor atau penggerak untuk
mewujudkan kumpul bersama keluarga dan peran scorang ibu sangatlah
penting untuk bisa melakukan manajemen waktu dan mewujudkan waktu
berkualitas dengan keluarga.

Dalam meningkatkan kcbersamaan dalam keluarga bisa dilakukan
dengan cara makan bersama, menumbuhkan rasa tanggungjawab,
mengadakan perayaan, mendengarkan isi hati anak, memberi apresiasi,
dan sering berkomunikasi. Hal ini telah diatur dalam pasal 4 Peraturan
Pemerintah  Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyclenggaraan
Pembangunan Kcluarga Scjahtera.

5. Kemitraan Suami-Istri
Kemitraan suami istri relasi laki-laki dan perempuan dalam rumah

tangga yang meclakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian
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pekerjaan dan peran. Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam
menyatakan bahwa:'

(1) Suami isteri memikul kewjiban yang luhur untuk mencgakkan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang
menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;

(2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati,
sctia dan memberi bantuan lahir bathin yang satui kepada yang
lain;

(3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan
memelihara anak-anak mercka, baik mengenai pertumbuhan
jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan
agamanya;

(4) suami isteri wajib memclihara kehormatannya;

(5) jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing-masing
dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Kemitraan suami istri menjadi penting, karcna pasangan suami istri

mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam suvatu rumah
tangga. Relasi laki-laki dan perempuan dalam ranah keluarga masih
diskriminatif yaitu laki-laki adalah pecmimpin dan pcnanggungjawab

rumah tangga, sedangkan perempuan meskipun memiliki kemampuan

intelektual selalu berposisi sebagai istri yang taat kepada suami.

6. Kcterbukaan Pengelolaan Keuangan
Keterbukaan pengelolaan kcuangan merupakan indikator yang
mengelola  kcuangan dalam scbuah rumah tangga. Keterbukaan
pengelolaan keuangan menjadi penting, karena idealnya keuangan
keluarga itu dikelola bersama-sama. Akan tetapi banyak suami
menggampangkan pengelolaan keuangan dengan seenaknya menyerahkan

begitu saja kepada istri. Apabila terjadi hal semacam itu, maka perlu

! Pasal 77, Kompilasi Hukum Islam.
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membuat perjanjian awal tentang keterbukaan pengelolaan kcuangan
schingga suami tidak bisa menyalahkan istri sewenang-wenang. Hal ini
termuat dalam pasal 89 dan 90 Kompilasi Hukum Islam menyatakan
bahwa suami istri turut bertanggungjawab atas harta suami maupun harta
istri.

Ada baiknya istri mengingatkan dan mendiskusikan sccara terbuka
pada suami untuk mengelola keuangan keluarga secara bersama karena
pengelolaan keuangan keluarga yang baik tak hanya sekedar memberikan
perintah terkait alokasi uang pada istri. Jika tcrjadi hal semacam itu sama
artinya menjadikan istri tak ada bedanya dengan kasir semata, karcna
pengelolaan kecuangan keluarga yang benar tak hanya memantau sctiap
pengeluaran dan pemasukan, tetapi harus kreatif dan inisiatif untuk
mengembangkan dana yang tersisa.

Pengambilan Keputusan Keluarga

Pengambilan keputusan keluarga adalah indikator yang menjadi
dasar untuk membangun masa depan dalam sebuah keluarga, Pengambilan
keputusan kecluarga menjadi penting dalam pembangunan ketahanan
kcluarga, karcna dapat menguatkan ketahanan keluarga. Sctiap
pengambilan keputusan keluarga tidak bisa ditentukan olch satu pihak
saja, akan tctapi harus menanyakan keputuhan dari pihak lainnya
barangkali ada masukan, saran ataupun kritikan.

Suami adalah kepala rumah tangga, namun menjalankan tugas

scbagai scorang suami tidak bolch otoriter, tapi harus bijaksana dan harus
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meminta saran atau pendapat kepada istri dalam pengambilan keputusan
salah satu contohnya yaitu dalam menentukan jumlah anak. Hal ini tclah
diatur dalam pasal [4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994
tentang Penyclenggaraan Pembangunan Kcluarga Scjahtcra menyatakan
bahwa perencanaan jumlah anak harus mempertimbangkan beberapa
faktor.
Kecukupan Pangan

Kecukupan pangan yaitu indikator yang memenuhi kebutuhan hidup
kcluarga dalam kehidupan schari-hari. Kecukupan pangan menjadi sangat
penting, karena pangan adalah salah satu kebutuhan dasar yang utama
dalam kchidupan schari-hari dan bahkan Indonesia masih membutuhkan
kcbijakan pangan yang Icbih baik. Kecukupan pangan menyangkut
kcbutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi sclain sandang dan papan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi. Ketahanan pangan Indonesia diakui masih
sangat kurang, schingga kemungkinann Indonesia akan tcrkena dampak
dari terganggunya suplai pangan dari ncgara lain, karcna kurangnya
produksi pangan dalam ncgeri dan beras masih menjadi sumber pangan
utama yang dikonsumsi masyarakat Indoncsia.
Kecukupan Gizi

Kecukupan gizi merupakan indikator yang dapat meningkatkan
ketahanan fisik dan dapat beraktifitas secara normal dalam memenuhi

kebutuhan keluarga. Kecukupan gizi sangatlah penting, karcna Indonesia
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menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai
gizi, scbab masyarakat mengkonsumsi makanan yang tidak memiliki
asupan gizi scimbang dan bahkan masyarakat Indonesia tahu bahwa
makanan yang bergizi yaitu 4 schat 5 scmpurna diantaranya yaitu
karbohidrat, protcin, lemak, vitamin dan minecral.

Diatur dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015
tentang Ketahanan Pangan dan Gizi menyatakan bahwa pemerintah akan
menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai perbaikan gizi
masyarakat. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia
yang mengkonsumsi makanan tidak berdasarkan pada kebutuhan gizi.
Keterbebasan dari Penyakit Kronis dan Disabilitas

Keterbebasan dari penyakit kronis dan disabilitas adalah indikator
untuk meningkatkan kualitas hidup. Keterbebasan dari penyakit kronis
dan disabilitas menjadi penting dengan makin meningkatnya prevalensi
penyakit kronis, scjalan dengan meningkatnya umur harapan bangsa
Indonesia. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas.

Penyakit kronis dan disabilitas di sini dalam arti penyakit yang
sudah dinyatakan olch dokter atau tenaga medis. Apabila dalam scbuah
keluarga dan salah satu anggota keluarga mempunyai penyakit kronis
atau menyandang disabilitas, maka scbuah keluarga itu memiliki
ketahanan rumah tangga yang rendah.

Ketersediaan Lokasi Tetap untuk Tidur
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Ketersediaan lokasi tetap untuk tidur suatu kebutuhan primer dalam
kehidupan berkeluarga. Ketersediaan lokasi tetap untuk tidur menjadi
sangat penting, karcna lokasi tetap untuk tidur adalah salah satu
kcbutuhan dasar dari papan dalam arti rumah. Istirahat untuk
mengembalikan stamina atau cncrgi pada umumnya discbut tidur, dan
tidur yang cukup yaitu tidur sclama 8§ jam. Apabila scscorang yang kurang
tidur dapat mengganggu keschatan, aktivitas, dapat menurunkan daya
ingat dan orang yang kurang tidur juga bisa terkena penyakit jantung
koroner,

Dalam pasal 81 Kompilasi Hukum Islam menyecbutkan bahwa suami
wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anaknya. Lokasi tetap
untuk tidur yang baik adalah satu kamar untuk pasangan suami istri yang
sah, satu kamar untuk anak-anak. Anak-anak bolch tidur bersama orang
tua sclama mereka belum baligh dan untuk anak perempuan dan laki-laki
tidurnya juga harus dipisabkan, karena itu adalah salah satu cara dalam
kualitas tidur yang lebih baik untuk meningkatkan ketahanan fisik
keluarga.

12. Kepemilikan Rumah

Kepemilikan rumah adalah  kcbutuhan utama dalam  scbuah
keluarga. Kepemilikan rumah menjadi penting, karena rumah adalah
tempat ternyaman berkumpul dengan keluarga. Dalam pasal 81 Kompilasi

Hukum Islam menyatakan bahwa:’

2 Pasal 81, Kompilasi Hukum Islam.
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(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-
anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.

(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri
sclama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah
wafat.

(3) Tempat kediaman discdiakan untuk meclindungi isteri dan anak-
anaknya dari gangguan pihak lain, schingga mercka merasa aman dan
tentcram. Tempat kediaman juga berfungsi scbagai tempat
menyimpan harta kckayaan, scbagai tempat menata dan mengatur
alat-alat rumah tangga;

(4) Suami  wajib mclengkapi tempat kediaman scsuai  dengan
kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat
tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun
sarana penunjang lainnya.

Jika sebuah keluarga menempati tempat tinggal milik sendiri akan

memiliki ketahanan ckonomi yang relatif lebih baik dibandingkan
keluarga yang menempati tempat tinggal bukan milik sendiri atau rumah
kontrak.
Pendapatan Perkapita Kcluarga

Pendapatan perkapita keluarga merupakan kcbutuhan ckonomi
dalam pengeluaran dan pemasukan rumah tangga. Pendapatan perkapita
menjadi penting, karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan
penduduk terbanyak di dunia. Laju pertumbuhan penduduk juga
mempengaruhi pendapatan perkapita keluarga. Semakin banyak anggota
dalam keluarga, maka semakin banyak pula pengeluaran dari pendapatan
perkapita dalam satu bulan. Pendapat perkapita keluarga yang diperolch
dalam bekerja masing-masing keluarga memiliki pendapatan perkapita

yang berbeda-beda dalam satu bulan.

14. Kecukupan Pendapatan Kcluarga
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Kecukupan pendapatan keluarga adalah penghasilan keluarga yang
dihasilkan dari scbuah pckerjaan maupun berniaga, Dalam hal ini penulis
menganggap bahwa kecukupan pendapatan keluarga menjadi penting,
karcna kecluarga yang memiliki kecukupan pendapatan keluarga dalam
memenuhi kebutuhan hidup maka akan memiliki ketahanan ckonomi yang

lebih baik.

Kemampuan Pembiayaan Pendidikan Anak

Kemampuan pembiayaan pendidikan anak adalah hak yang wajib
diperolch sctiap anak. Kemampuan pembiayaan pendidikan anak menjadi
penting, karcna pendidikan anak merupakan hal yang paling utama suatu
hak yang wajib dipcrolch. Pendidikan yang ditempuh scorang anak wajib
menyelesaikan belajar 12 tahun dan sclebihnya seperti kuliah maupun
kursus itu tergantung pada diri anak masing-masing dan ckonomi
keluarga. Hal ini termuat dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam
menyecbutkan bahwa biaya pendidikan anak wajib ditanggung olch suami.
Apabila ckonomi keluarga tidak memungkinkan untuk lanjut sckolah,
maka orang tua tidak perlu khawatir karcna pcmerintah mempunyai
banyak program beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu untuk
mewujudkan cita-citanya.

Pemerintah juga telah menjamin wajib belajar minimal ke jenjang

SD dan SMP sederajat tanpa dipungut biaya, jadi tidak ada alasan orang
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tua tidak bisa menyekolahkan anaknya karena tidak punya biaya atau bisa
dikatakan ckonominya rendah. Kebanyakan orang tua di Indonesia dilema
scbab biaya sckolah yang mahal dan tidak heran kalau hanya bisa
mencmpuh pendidikan hanya sampai di tingkat SMP maupun SMA,
Kcberlangsungan Pendidikan Anak

Kecberlangsungan pendidikan anak adalah suatu pendidikan yang
menjadi pembentukan karakter anak. Anak-anak yang menempuh
pendidikan sekiat umur 7-18 tahun, dan anak-anak yang mendekati masa
puber kebanyakan terpengaruh olch pergaulan bebas schingga ada yang
putus sckolah. Hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tcntang Pengelolaan dan Penyclenggaraan Pendidikan.
Kcberlangsungan pendidikan anak menjadi  penting, karcna dunia
pendidikan Indoncsia menjadi perhatian pusat perhatian pemerintah.
Setiap individu harus mencari pengalaman dan pengetahuan ketika
mercka mengenyam dunia pendidikan.
Tabungan Kcluarga

Tabungan  kecluarga  merupakan dana  cadangan  untuk
keberlangsungan hidup di masa mendatang. Hal ini bagaikan kapal yang
scdang berlayar, sclalu siap sedia bahan-bahan cadangan. Tabungan
keluarga menjadi sangat penting, karena tabungan keluarga merupakan
salah satu pertimbangan ketahanan ckonomi dalam menghadapi kejadian
yang tidak terduga di masa depan. Ke¢luarga biasanya menyimpan uang

ada yang di rumah dan di bank. Dengan adanya tabungan keluarga, maka
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keluarga tidak perlu khawatir apabila ada kebutuhan yang mendesak,
keluarga sudah mempunyai tabungan schingga tidak panik.
Jaminan Keschatan Kcluarga

Jaminan keschatan kecluarga adalah layanan masyarakat dalam
proscs penycmbuhan penyakit. Keschatan merupakan suatu keadaan schat
jasmani dan schat rohani. Jaminan keschatan kcluarga menjadi penting,
karena pemeliharaan kesehatan dibutuhkan upaya penanggulangan dan
pencegahan gangguan keschatan yang memerlukan pemeriksaan,
pengobatan, dan perawatan. Indonesia telah membuat program mengenai
keringanan dalam hal pengobatan, pemeriksaan, dan perawatan yaitu
Jaminan Kesehatan Nasional.

Adapun undang-undang yang mengatur jaminan keschatan yaitu
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.
Di mana jaminan kesehatan nasional bekerja sama dengan BPJS. Adapun
berbagai jaminan keschatan lain seperti, Jamkesmas, Jamsostek, PT
Askes, dan Jamkesda. Adanya jaminan keschatan keluarga maka dapat
meringkankan biaya pemeriksaan, pengobatan maupun perawatan dalam
keschatan keluarga.

Sikap Anti Kckerasan terhadap Perempuan

Sikap anti kekerasan terhadap perempuan adalah indikator yang
melindungi perempuan dari dunia kekerasan. Hal ini sikap anti kekerasan
terhadap perempuan tergantung dari sikap kepala rumah tangga atau

pasangan yang tidak membenarkan tindakan suami memukul istri dengan
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alasan apapun. Sikap kckerasan terhadap perempuan menjadi penting,
karena perempuan itu lemah dan harus dijaga dan dilindungi dengan baik.

Adapun undang-undang yang tclah disahkan yaitu Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kckerasan dalam Rumah
Tangga. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tclah
menerapkan  perlindungan  terhadap perempuan  schingga mercka
mempunyai program kerja terhadap perempuan.

Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak

Perilaku anti kckerasan terhadap anak adalah indikator yang
mencegah dalam penganiayaan terhadap anak. Hal ini dapat menyebabkan
kematian, kerusakan fisik scrius yang membahayakan, pclecchan scksual,
dan lain-lain. Pecrilaku anti kckerasan tcrhadap anak menjadi penting,
karcna anak adalah potensi serta pencrus cita-cita bangsa. Hak anak untuk
hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi secara tegas telah tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak.

Apabila terjadi kekarasan pada anak maka itu dapat merusak fisik
dan psikis anak scrta bisa dilaporkan pada pihak yang berwajib. Schingga
banyak anak-anak yang mengalami trauma akibat kckerasan, karena anak
memiliki daya tangkap yang cukup kuat apapun yang orang lain lakukan
atau ucapkan.

Penghormatan terhadap Hukum
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Penghormatan terhadap hukum adalah indikator yang menjadi
landasan ncgara dalam mencgakkan keadilan. Penghormatan terhadap
hukum menjadi penting, karcna Indonesia adalah ncgara hukum.
Kchidupan schari-hari tidak lepas dari hukum, schingga kcadilan dapat
ditegakkan. Hal ini mengacu pada undang-undang yang berlaku di
Indonesia seperti UUD 1945, KUHP, KUHPer, dan peraturan pemerintah.

Hukum sangatlah penting bagi suatu negara karena hukum menjadi
landasan dasar dan utama dalam hal mengatur jalannya pemerintahan.
Apabila sescorang mclanggar suatu larangan, maka disitulah hukum akan
ditegakkan sesuai dengan porsi kejahatan yang telah diperbuat.
Penghormatan terhadap Lansia

Penghormatan terhadap lansia merupakan indikator yang mendidik
generasi muda untuk menghormati lansia schagai salah satu tindakan
terpuji genecrasi Indonesia. Penghormatan terhadap lansia menjadi
penting, karena lansia sama scperti orang tua kita sendiri schingga kita
harus mengajarkan kesopanan dan menghormati yang lebih tua. Dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kescjahtcrana Lanjut
Usia mengatur masalah upaya peningkatan kescjahteraan sosial lanjut
usia.

Dalam agama banyak ajaran yang mewajibkan kita menghormati
orang tua, maka tidak ada alasan lain yang membuat sctiap anak muda
tidak menghormati orang tua.

Partisipasi dalam Kegiatan Sosial di Lingkungan
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Partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan adalah indikator
untuk mewujudkan kegiatan sosial yang ada di lingkungan masyarakat.
Partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan menjadi penting, karecna
partisipasi kegiatan sosial sangat dibutuhkan agar bisa berinteraksi
dengan baik dalam kcluarga maupun masyarakat. Hal ini termuat dalam
Peraturan Menteri Pemberdayaan Percmpuan dan Perlindungan Anak
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan
berkaitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama-sama yaitu
kedamaian. Jika generasi muda gemar meclakukan kegiatan sosial di
lingkungan, maka berharap mampu meningkatkan kesadran warga atau
masyarakat dalam mecrawat lingkungan tempat tinggal mercka scperti
membuang sampah pada tempatnya, kerja bakti setiap minggu, dan

bergotong royong saling tolong menolong,

. Partisipasi dalam Kegiatan Keagamaan di Lingkungan

Partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan adalah
indikator terakhir dalam mewujudkan kegiatan-kegiatan kcagamaan di
lingkungan masyarakat. Partisipasi dalam kegiatan keagamaan di
lingkungan menjadi penting, karcna keluarga dibutuhkan scbagai
landasan hukum yaitu untuk membimbing anak dan mengatur kehidupan
schari-hari karcna agama sangat detail untuk membahas semua yang

dibutubkan dari zaman dahulu sampai zaman modern. Hal ini termuat
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dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

Banyak manusia publik scringkali belajar hanya dari media sosial
dan sumbernya belum dapat dipercaya. Berangkat dari hal scmacam itu
maka diharapkan gencrasi muda menyeclenggarakan suatu kegiatan
kcagamaan yang dikemas secara mcnarik dan memberikan contoh

sederhana tenteng keagamaan itu sendiri.

Analisis Magagsid Al-Shari’ah tethadap 24 Indikator dalam Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013
Islam merupakan agama yang sclalu menempatkan kemaslahatan untuk
pemeluknya, dengan hal terscbut Islam menjadi agama yang sclalu menjaga
pemeluknya dari kemadharatan. Melalui  magasid al-shari’ah  yang
berdefinisikan asas yang menctapkan suatu hukum khususnya dalam hukum
Islam untuk menjawab pertanyaan mengenai permasalahan-permasalahan
yang muncul di masyarakat dan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan
menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat.
Indikator yang sudah dianalisis di subbab A akan dilihat dari kacamata

magqasid al-shari ah dalam subbab ini sebagai berikut:

NO.

PENJELASAN MAQASID AL-
INDIKATOR
SHARI’AH
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Legalitas Perkawinan

Indikator ini memiliki keterkaitan
dengan magasid al-shari’ah. Pada
masyarakat modern ini legalitas
perkawinan merupakan kecbutuhan
primer (daruriat), dalam perkawinan
melahirkan seorang anak, schingga
anak yang lahir haruslah dijaga dan
diasuh dnegan baik. Dalam hal ini

termasuk dalam aspck memelihara

keturunan ( hifz an-nasi).

Legalitas Kelahiran

Ada keterkaitan dengan magasid al-
shari’ah lcgalitas kclahiran adalah
scorang anak harus memiliki status
legal supaya jelas nasabnya. Di
Indonesia lcgalitas  kelahiran  itu
merupakan kebutuhan primer
(daruriat) dalam aspek memelihara

keturunan (4ifz an-nasl).

Keberadaan Pasangan Suami Istri
yang Tinggal Bersama dalam Satu

Rumah

Indikator ini memiliki keterkaitan
dengan magqasid al-shari’ah yaitu
kebutuhan Aajjiat. Pasangan suami
istri yang tinggal dalam satu rumah

dapat mempengaruhi psikologis
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anak, sebab jika pasangan suami

istri tidak tinggal bersama dalam

satu rumah akan berpengaruhi
psikologis anak dan pecrubahan
sikap anak.

Kebersamaan dalam Keluarga

Indikator ini termasuk dalam tecori

magqasid al-shari’ah yaitu
kebutuhan hAajiat. Kcluarga juga
menjadi pertahanan utama yang
dapat menangkal berbagai pengaruh

negatif dari dinamika sosial yang

ada dalam masyarakat.

Kemitraan Suami Istri

Pada indikator kemitraan suami

istri memiliki keterkaitan dengan

magqasid al-shari’ah yaitu
kcbutuhan Aajiat. Suami istri
mempunyai hak dan kewajiban

masing-masing dalam suatu rumah

tangga.

Keterbukaan Pengelolaan Keuangan

Indikator ini memiliki keterkaitan
dengan magqasid al-shari’ah dalam

keterbukaan pengelolaan keuangan.
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Istri  memiliki peran  dalam
pengeluaran  kebutuhan. Apabila
istri boros, maka suami berhak
mengambil alih pengelolaan
keuangan dalam rumah tangga hal
ini tcrmasuk dalam kcbutuhan
daruriat  pada tingkatan kclima
yaitu memclihara harta (hifz al-

mal).

Pengambilan Keputusan Keluarga

Pada indikator ini  memiliki
keterkaitan dengan magasid  al-
shari’ah yaitu kebutuhan hajjiat.
Suami adalah scorang kepala rumah
tangga vang tugasnya mecmimpin
keluarga  untuk mewujudkan
kcluarga yang harmonis dan
scjahtera. Suami tidak boleh
semena-mena  dalam mengambil
scbuah  keputusan harus ada

mufakat dengan istri atau keluarga.

Kecukupan Pangan

Ada keterkaitan dengan magqasid al-

shari’ah kecukupan pangan.
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Apabila kecukupan pangan
terpenuhi, maka jiwa akan schat
jasmani maupun rohani scbab
memelihara jiwa (hifz an-nafs)
merupakan tingkatan kedua dalam
kcbutuhan darurfat dalam maqgasid

al-shari ah.

Kecukupan Gizi

Ada ketcrkaitan  magasid  al-
shari’ah dengan kecukupan gizi.
Apabila manusia tidak memenuhi
asupan gizi yang scimbang, maka
dampaknya dapat mempengaruhi
keschatan tubuh dan otak. Dalam
magqasid al-shari’ah pada kcbutuhan
daruriat manusia harus memclihara

akal (hifz al-agl) dan memelihara

jiwa (hifz an-nafs).

10.

Keterbebasan dari Penyakit Kronis

dan Disabilitas

Ada kaitannya dengan magqgasid al-
shari’ah keterbebasan dari penyakit
kronis dan disabilitas yaitu apabila
dalam scbuah kcluarga dan salah

satu anggota kcluarga mempunyai
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penyakit kronis atau menyandang
disabilitas, maka keluarga itu
memiliki ketahanan rumah tangga
yang rendah dalam hal ini termasuk
dalam kcbutuhan daruriat pada
tingkatan kedua memclihara jiwa

(hifz an-naf).

11.

Ketersediaan Lokasi Tetap untuk

Tidur

Ada  ketcrkaitan  maqasid  al-
shari’ah dengan ketersediaan lokasi
tetap untuk tidur. Apabila orang
tidak memiliki tempat tinggal yang
tetap, maka sangat berpengaruh
dengan tidurnya akan terganggu hal
ini termasuk dalam kcbutuhan
daruriat ~ karcna rumah  adalah
kebutuhan primer yang paling
utama, sedangkan tidur termasuk
dalam tingkatan kedua dan ketiga
yaitu memclihara jiwa (Aifz an-
naf$) dan memelihara akal (hifz al-

aql).

12,

Kepemilikan Rumah

Ada keterkaitan dengan magasid al-
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shari’ah yaitu kebutuhan daruriat
untuk memelihara keturunan (Aifz an-
nasl), rtumah adalah salah satu
tempat untuk berlindung yang
paling nyaman dan menciptakan

kcharmonisan kecluarga.

13

Pcndapatan Perkapita Keluarga

Ada keterkaitan magqasid  al-
shari’ah dengan pendapatan
perkapita keluarga. Pendapatan
perkapita  keluarga  merupakan
aspek dalam memelihara harta (4ifz
al-mal) untuk keperluan hidup

sctiap hari.

14.

Kecukupan Pendapatan Keluarga

Magasid  al-shari’ah  memiliki
keterkaitan  dengan  kecukupan
pendapatan  kcluarga.  Apabila
scbuah keluarga merasa Kurang
dengan pendapatan keluarga, maka
salah satu anggota keluarga ada
yang boros dalam hal ini berkaitan
dengan kecbutuhan darurrat pada

aspck kelima yaitu memelihara




96

harta (hifz al-mal).

15.

Kemampuan Pembiayaan

Pendidikan Anak

Indikator ini memiliki keterkaitan
dengan magqasid al-shari’ah yaitu
kebutuhan Aajjiat. Pendidikan yang
ditempuh scorang anak wajib
menyelesaikan belajar 12 tahun dan
sclebihnya seperti kuliah maupun
kursus itu tergantung pada diri anak
eckonomi

masing-masing  dan

keluarga.

16.

Keberlangsungan Pendidikan Anak

Ada keterkaitan magqasid al-
shari’ah dengan keberlangsungan
pendidikan anak. Kcberlangsungan
pendidikan anak termasuk dalam
kebutuhan darurfat pada aspck
ketiga yaitu memclihara akal (4ifz
al-aql) yang mana akal adalah daya
pikir manusia untuk memahami
scsuatu yang benar atau sesuatu

yang salah.

LY

Tabungan Keluarga

Tabungan keluarga juga merupakan

kebutuhan daruriat pada aspek
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kelima yaitu memelihara harta (hifz
al-mal) untuk memenuhi kebutuhan

di masa depan.

18.

Jaminan Keschatan Keluarga

Jaminan keschatan keluarga
merupakan  kebutuhan  daruriat
pada aspck kedua yaitu memeclihara

jiwa (hifz an-nafs).

19.

Sikap Anti Kekerasan Terhadap

Perempuan

Sikap anti kekerasan terhadap
pcrempuan merupakan kcbutuhan
daruriat pada aspek yang kedua
yaitu memelihara jiwa (Aifz an-
nafs) yang mana jiwa sescorang itu

harus dijaga bukan malah dirusak.

20.

Perilaku Anti Kckerasan Terhadap

Anak

Dari lima aspck kebutuhan daruriat,
perilaku anti kekerasan terhadap
anak Icbih terlihat dari scgi aspck
memclihara jiwa (Aifz an-nafs) dan

memelihara akal (h7£Z al-aql).

21.

Penghormatan Terhadap Hukum

Penghormatan terhadap hukum
lebih  terlihat pada kebutuhan
hayjiat. Kebutuhan hajjiat

keberadaannya dibutuhkan untuk
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memberikan kemudahan dalam

kehidupan manusia dan tidak

merusak kehidupan lainnya.

22,

Penghormatan Terhadap Lansia

Magqasid  al-shari’ah memiliki
keterkaitan dengan penghormatan
terthadap lansia. Penghormatan
terhadap lansia lebih terlihat pada
kcbutuhan Aajjiat. Dalam artian,
menghormati orang yang lebih tua
dapat memberikan nilai-nilai moral

yang baik.

23,

Partisipasi dalam Kegiatan Sosial di

Lingkungan

Partisipasi dalam kegiatan sosial di
lingkungan lebih terlihat dari segi
kcbutuhan fahsiniat. Dalam artian,
tahsiniat

kebutuhan mcrupakan

kebutuhan tambahan untuk
memperindah kehidupan salah satu
contohnya yaitu mengikuti kerja

bakti di masyarakat.

Partisipasi dalam Kegiatan

Keagamaan di Lingkungan

Partisipasi dalam kegiatan keagamaan
di lingkungan lebih kepada kebutuhan
Kebutuhan

tahsinial. tahsiniat

merupakan kebutuhan yang berlaku di
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bidang ibadah. Dalam artian, apabila
seseorang  mempunyai  kesibukan
masing-masing, schingga tidak bisa
mengikuti kegiatan keagamaan di
lingkungan, maka hukumnya sunnah

dalam kebutuhan rahsiniat.




BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penclitian yang penulis lakukan sehagaimana yang diuvarikan pada

bab-bab diatas, maka diperoleh kesimpulan scbagai berikut:

L.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga telah

memuat konsep dimensi ketahanan dan kescjahteraan keluarga. Ada lima

dimensi kectahanan kcluarga vyakni landasan legalitas dan kcutuhan
keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ckonomi, ketahanan sosial psikologi
dan ketahanan sosial budaya. Pada tahun 2015 Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerjasama

dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun berbagai indikator terkait

ketahanan keluarga, schingga tcrsusun menjadi 24 indikator ketahanan
keluarga yaitu:

(1) legalitas pcrkawinan, (2) legalitas kclahiran, (3) keberadaan pasangan
suami-istri yang tinggal bersama dalam satu rumah, (4) kebersamaan
dalam kcluarga, (5) kemitraan suami-istri, (6) keterbukaan
pengelolaan kecuangan, (7) pengambilan keputusan keluarga, (8)
kecukupan pangan, (9) kecukupan gizi, (10) keterbebasan dari
penyakit kronis dan disabilitas, (11) ketersediaan lokasi tetap untuk

tidur, (12) kepemilikan rumah, (13) pendapatan perkapita kcluarga,

100
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(14) kecukupan pendapatan keluarga, (15) kemampuan pembiayaan
pendidikan anak, (16) keberlangsungan pendidikan anak, (17)
tabungan keluarga, (18) jaminan keschatan keluarga, (19) sikap anti
kckerasan tcrhadap perempuan, (20) perilaku anti kekerasan terhadap
anak, (21) penghormatan terhadap hukum, (22) penghormatan
terhadap lansia, (23) partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan,
dan (24) partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan.

(2) Dari 24 indikator dalam buku pembangunan ketahananan keluarga
2016 belum sesuai dengan konsep magasid al-shari’ah, maka penulis
telah menganalisis berdasarkan konscp magasid al-shari’ah terhadap
24 indikator dalam Pcraturan Mentcri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 yaitu (1) Ilcgalitas
perkawinan tcrmasuk dalam magqasid al-shari’ah yaitu kcbutuhan
daruriat untuk memelihara keturunan (hifz an-nash), (2) legalitas
kelahiran termasuk dalam teori magasid al-shari’ah yaitu kebutuhan
daruriat untuk memelihara jiwa (Aifz an-nafs) dan memclihara
keturunan (4ifz an-nas/), (3) Keberadaan Pasangan Suami Istri yang
Tinggal Bersama dalam Satu Rumah termasuk dalam tcori magasid
al-sharf 'ah yaitu kebutuhan hajjiat, (4) kecbersamaan dalam kcluarga
termasuk dalam teori magasid al-shari’ah yaitu kebutuhan hajjiat, (5)
kemitraan suami istri termasuk dalam teori magasid al-shari’ah yaitu
kebutuhan Aajjiat, (6) keterbukaan pengelolaan keuangan termasuk

dalam tcori maqasid al-shaii’ah vaitu kcbutuhan darariat untuk
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memelihara harta (4ifz al-mal), (7) pengambilan keputusan keluarga
termasuk dalam teori magasid al-shari’ah yaitu kebutuhan hajjrat, (8)
kecukupan pangan tcrmasuk dalam tcori magasid al-shari’ah yaitu
kebutuhan darariat untuk memclihara jiwa (hifz an-nafs), (9)
kecukupan gizi termasuk dalam tcori magasid al-shari’ah yaitu
kebutuhan daruriat yntuk memeclihara akal (hifz al-ag) dan
memelihara jiwa (hifz an-nafs), (10) (10) keterbebasan dari penyakit
kronis dan disabilitas termasuk dalam teori magasid al-shari’ah yaitu
kebutuhan darmiat untuk memclihara jiwa (hifz an-nafs), (11)
ketersediaan lokasi tetap untuk tidur termasuk dalam teori maqasid
al-shari’ah yaitu kebutuhan darurat untuk memelihara akal akal (hifz
al-agl) dan memelihara jiwa (hifz an-nafs), (12) kepemilikan rumah
termasuk dalam tcori magasid al-shari’ah yaitu kebutuhan daruriat
untuk memelihara keturunan (Aifz an-nash), (13) pendapatan perkapita
keluarga termasuk dalam teori magasid al-shari’ah yaitu kebutuhan
daruriat untuk memelihara harta (hifz al-mal), (14) kecukupan
pendapatan keluarga termasuk dalam tcori magasid al-shari’ah yaitu
kebutuhan daruriat untuk memclihara harta (Aifz al-mal), (15)
kemampuan pembiayaan pendidikan anak termasuk dalam tcori
magqasid al-shari’ah yaitu kcbutuhan hajjiat, (16) keberlangsungan
pendidikan anak termasuk dalam teori magasid al-shari’ah yaitu
kebutuhan daruriat untuk memelihara akal (Ahifz al-agl), (17) tabungan

keluarga termasuk dalam tcori magasid al-shari’ah yaitu kebutuhan
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daruriat untuk memelihara harta (Aifz al-mal), (18) jaminan keschatan
keluarga termasuk dalam tcori magasid al-shari’ah yaitu kebutuhan
daroriat untuk memclihara jiwa (hifz an-nafs), (19) sikap anti
kckerasan tcrhadap perempuan termasuk dalam tcori magasid al-
shari’ah yaitu kcbutuhan daruriat untuk memclihara jiwa (fhifz an-
nafs), (20) perilaku anti kekerasan tcrhadap anak termasuk dalam teori
magqasid al-shari’ah yaitu kebutuhan daruriat yntuk memelihara akal
(fhifz al-agl) dan memelihara jiwa (Aifz an-nafs), (21) penghormatan
terthadap hukum termasuk dalam tcori magasid al-shari’ah yaitu
kebutuhan Aajiat, (22) penghormatan terhadap lansia termasuk dalam
teori magasid al-shari’ah yaitu kcbutuhan hagiat, (23) partisipasi
dalam kecgiatan sosial di lingkungan termasuk dalam tcori magasid al-
shari’ah vyaitu kcbutuhan tahsiniat, dan (24) partisipasi dalam
kegiatan kecagamaan di lingkungan termasuk dalam tcori maqasid al-

shari’ah yaitu kebutuhan rahsiniat.

Manusia pasti menginginkan ketahanan keluarga yang bahagia, damai

dan tentram. Dalam pencapaian suatu ketahanan keluarga pasti diperlukan

scbuah upaya yang scsuai dengan tujuan dari hukum Islam yaitu magasid al-

shari’ah yang mcmiliki lima unsur dalam memclihara agama, jiwa, akal,

keturunan dan harta.

1. Bagi kecluarga yang memiliki keluarga yang utuh maka pertahankanlah

dengan cara membangun ketahanan keluarga dan melakukan upaya-upaya
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yang bisa membuat keluarga bahagia, tentram dan damai. Bahwasannya
bahagia itu sederhana tanpa harus mengeluarkan biaya, cukup dengan
berkumpul dengan keluarga saling berbincang, canda tawa, membimbing
dan mendidik anak untuk beribadah seperti mclatih sholat berjamaah
dengan keluarga, mengaji, dan beramal.

Bagi pemcrintah diharapkan memberikan program penyuluhan terhadap
pembangunan ketahanan keluarga serta mempromosikan tentang buku
pembangunan ketahanan keluarga. Dengan adanya sebuah penyuluhan
scmacam itu, pengurangan angka perceraian, kekcrasan tcrhadap

perempuan dan anak, dan ckonomi semakin berkurang sedikit demi sediki
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